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ABSTRAK

SILVIA SARI P. (B111 041 55). Stafus Hukum Pemantfaatan
Perairan Pesisir Untuk Bangunan Semipermanen (Studi Kasus Hotel
Pantai Gapura) Dibimbing oleh Bapak Abrar Saleng, selaku Pembimbing |
dan Ibu Farida Patittingi, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian
lzin pemanfaatan perairan pesisir untuk bangunan semipermanen Balia
irate oleh Hotel Pantai Gapura Makassar, serta status hukum hak atas
perairan pesisir yang dimanfaatkan untuk pembangunan Balla Irate Hotel
Pantai Gapura Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian izin
pemanfaatan perairan pesisir untuk bangunan semi permanen Balla Irate
Hotel Pantai Gapura Makassar, adalah sebagai berikut: 1. mendapatkan
Rekomendasi dari pihak PT. Pelabuhan Indonesia {Pelindo) IV Cabang
Makassar tentang persetujuan pemanfaatn sebagian wilayah perairan
yang merupakan daerah kepentingan pelbuhan; 2. Mendapatkan
rekomendasi pembangunan dari PT. Pelabuhan Indonesia {Pelinda) 1V
Cabang Makassar perihal persetujuan mendirikan bangunan di atas air
yang merupakan wilayah kepentingan pelabuhan; 3. izin mendirikan
bangunan Balla Irate Hotel Pantai Gapura adalah dari PT. Pelabuhan
Indonesia (Pelindo) IV Cabang Makassar.

Adapun Stataus hukum dari hasil pembangunan atau penggunaan
daripada Bangunann Balla Irate Hotel PAntai Gapura Makassar adalah
merupakan Hak sewa berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh
pihak PT. (persero) Pelabuhan Indonesia 1V Cabang Makassar dengan
pihak Hotel Pantai Gapura dengan Nomor 20/KB.010/1/MS-2003 dan
Nomor 38/GM-HPGM/02/03 Tanggal 20 Februari 2003. Antara PT:
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Makassar dengan pihak Hotel
Pantal Gapura dan telah dilakukan perpanjangan dengan Addendum |
dengan Nomor 17/KB.305/2/MS-2006 dan Nomor 01/GM-HPGM/OV2005
Tanggal 27 Maret 2006 yang mana inti daripada Addendum atau
perubahan kontrak fersebut adalah perpanjangan jangka waktu
berlakunya perjanjian penggunaan sebagian perairan pelabuhan
Makassar antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Makassar
dengan pihak Hotel Pantai Gapura.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Teks

1.  Gambar Situasi Hotel Pantai Gapura Makassar.

2. Rekomendasi Persetujuan Pengembangan Tahap | Panta
Gapura Makassar yang diberikan oleh PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia IV Cabang Makassar.

3. Rekomendasi Pengembangan Tahap | Hotel Pantai Gapura
Makassar yang diberikan oleh Departemen Pariwisata Pos Dan
Telekomunikasi Kantor Wilayah XV Sulsera.

4. Rekomendasi Komisi Aanalisis Mengenai Dampak Lingkungan
Propinsi Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan yang diberikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan.

3. Rekomendasi Peruntukan Lahan Pengembangan Tahap
Pertama Pembangunan Hotel Pantai Gapura yang diberikan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat |l Ujung Pandang.

6. Rekomendasi Pengembangan Hotel Pantai Gapura yang
diberikan oleh Departemen Perhubungan Kantor Wilayah XXl
Propinsi Sulawesi Selatan.

¥. Pemberan |zin Kepada PT. Makassar Gate Beach Hotel Untuk
Membangun Fasilitas Wisata Bahari Berupa Floating Cottage On
Pile Di Propinsi Sulawesi Selatan yang diberkan oleh
Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut

8. Surat Hotel Pantai Gapura kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV
Cabang Makassar perihal Permochonan Tambahan Lahan
Perairan.

9. Rekomendasi Pemanfaatan Sebagian Perairan Pelabuhan yang
diberikan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang
Makassar,




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.
17.

18.

19,

20.

Perjanjian Sewa Jangka Panjang tanggal 9 Agustus 1993 No.
14/KB.010/102/M5-83 antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia
'V Cabang Makassar dengan Hotel Pantai Gapura.

Perjanjian Sewa Jangka Panjang tanggal 4 Januar 1994 No.
5/KB.010/8/MS-94 antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV
Cabang Makassar dengan Hotel Pantai Gapura.

Surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Perairan Pelabuhan
Makassar antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang
Makassar dengan Hotel Pantai Gapura Makassar tanggal 20
Pebruari 2003 No. 38/GM-HPGM/02/03,

Addendum | Surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Perairan
Pelabuhan Makassar antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia
IV Cabang Makassar dengan Hotel Pantai Gapura Makassar
tanggal 27 Maret 2006 No. 01/GM-HPGM/0/2005.

Keterangan tidak dapat meneliti dari Hotel Pantai Gapura
Makassar.

Keterangan Penelitian dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV
Cabang Makassar.

Keterangan Penelitian dari Kantor Pemerintah Kota Makassar.
Keterangan Peneliian dar Kantor Dinas Tata Ruang Dan
Bangunan Pemerintah Kota Makassar.

Keterangan Penelitian dar Kantor Pelayanan Administrasi
Perizinan Pemerintah Kota Makassar.

Keterangan Penelitian dar Kantor Badan Pertanahan Kota
Makassar.

Keterangan Penelitian dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Makassar




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam
pembangunan, sejak PELITA VI rezim Orde Baru. Sejak kemerdekaan
sampai awal PELITA VI tersebut, pemerintah lebih memperhatikan eksploitasi
sumber daya daratan, karena pada masa tersebut daratan masih mempunyai
potensi yang sangat besar, baik sumber daya mineral maupun sumber daya
hayati, seperti hutan. Namun setelah hutan ditebang habis dan sumber
minyak dan gas bumi baru sulit ditemukan di daratan, pemerintah Orde Baru
mulai berpaling kepada sektor kelautan khususnya wilayah pesisir (Sugeng
Budiharsono, 2005 : 1).

Wilayah pesisir dan laut merupakan bagian wilayah yang memiliki
sumber daya alam yang sangat potensial dan prospektif untuk menjadi
akselerator pembangunan perekonomian daerah jika dikelolah dengan
optimum sesuai polensinya. Sebagal wilayah yang sangat srategis, wilayah
pesisir merupakan suatu zona peruntukan berbagai aktivitas manusia baik
sosial, kultur, ekonomi, industri maupun pemanfaatan sumber daya alam
secara langsung. Selain itu wilayah pesisir memiliki arti srategis karena
merupakan wilayah peralihan (interface) antara ekosistem darat dan laut,
serta memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Kekayaan

sumber daya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk




memanfaatkan sumber daya pesisir dan berbagai instansi untuk meregulasi
pemanfaatannya. Kekayaan sumber daya alam di wilayah pesisir antara lain,
berupa bentangan garis pantai sepanjang, kurang lebih 81.000 km yang
mengelilingi sekitar 17.504 pulau, dan ekosistem pesisir, seperti hutan
mangrove, terumbu karang, padang lumut (see grass beds) dan lain-lain,
berikut sumber daya hayati, non hayati, dan plasma nutfah yang terkandung
di dalamnya. Selain itu, terdapat pula laut teritorial seluas 3,1 juta km2 yang
sangat terkait dengan eksistensi sumber daya pesisir tesebut.

Secara normatif, kekayaan sumber daya pesisir tersebut dikuasai oleh
Negara untuk dikelolah sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945), serta memberikan manfaat bagi
generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan
datang untuk memanfaatkan sumber daya pesisir.

Berikut undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD
1845 mengenai penguasaan bumi, air, dan ruang udara :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang
Feraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA)

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal
sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu

pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.




Pasal 3 Undang-Undang Momor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup :

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas
tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat
bertujuan untuk mewujudkan pembangunan bekelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

Disamping itu pantai Indonesia merupakan pantai terpanjang kedua
setelah Kanada. Banyaknya pulau-pulau kecil yang indah serta kondisi iklim
tropis dimana matahari bersinar sepanjang hari dan potensi kelautan
Indonesia yang beragam seperti banyaknya ikan hias, terurmbu karang dan
mangrove yang terluas di dunia merupakan modal besar bagi pengembangan
pariwisata bahari (Sugeng Budiharsono, 2005:2). Disamping itu adanya
kecendrungan orang untuk kembali ke alam, memungkinkan pengembangan
pariwisata yang berbasis alam untuk dikembangkan lebih baik lagi. Hal ini
menjadi inspirasi bagi perkembangan dan penataan wilayah pesisir untuk
berbagai fasilitas dan prasarana pariwisata khususnya perhotelan.

Tuntutan akan pemanfaatan wilayah pesisir akibat perkembangan
pariwisata perhotelan menyebabkan terjadinya pembangunan di atas
permukaan perairan pesisir. Seperti halnya yang dilakukan oleh Hotel Pantai
(Gapura yang mengelola pariwisata perhotelan di Jalan Pasar lkan Nomor 2

Makassar. Hotel Pantai Gapura ini berada pada lokasi PT. Pelabuhan

Indonesia IV Cabang Makassar dimana bangunannya berada di darat




(pantai) yang masuk pada daerah lingkungan kerja PT. Pelabuhan Indonesia
IV Cabang Makassar yang mendapatkan lzin Membangun (IMB) dari
Walikota Makassar sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Momor 89 Tahun 2001 Pasal 21 ayat (5) tentang
Kepelabuhan (selanjutnya disingkat PP MNo. 69 Tahun 2001) yang
menentukan :
lzin mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di daerah lingkungan kerja
pelabuhan diberikan oleh BupatifWalikota sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari
penyelenggara pelabuhan.

Kemudian pada tahun 1995 Hotel Pantai Gapura mengadakan
perluasan bangunan hotelnya yang ada di darat ke daerah perairan pesisir
dengan memanfaatkan sisi air yang merupakan Wilayah Kerja PT, Pelabuhan
Iindonesia IV Cabang Makassar yang mendapatkan izin dari Menteri
Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut berdasarkan
rekomendasi dari Walikotamadya Makassar Nomor 221/ 556. 2/ DTK . sesuai
dengan ketentuan pada PP No. 69 Tahun 2001 Pasal 12 ayat (1) tentang
Kepelabuhan yang menentukan :

Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Menter;
berdasarkan pada Tatanan Kepelabuhan MNasional, setelah
mendapat rekomendasi dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya terhadap keterpaduan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) PP No, 69 Tahun 2001 tentang

Kepelabuhan menentukan ;




"Kegiatan membuat bangunan fasilitas di sisi air di daerah
lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan hanya
dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri®.

Kegiatan pemanfaatan perairan pesisir sebagai tempat hiburan wisata
bahari cleh Hotel Pantai Gapura dapat berpotensi menimbulkan dampak
terhadap kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga diperiukan studi lingkungan
terhadap pengembangan Hotel Pantai Gapura. Hal ini diperiukan untuk dapat
meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan
pengembangan usaha pariwisata perhotelan (Hotel Pantai Gapura),

Disamping itu, persyaratan pembangunan dengan memanfaatkan
perairan pesisir memiliki produk hukum tertentu dalam bentuk aturan dan
perundang-undangan serta perizinan yang merupakan suatu rangkaian
prosedur hukum yang harus dipenuhi terutama setelah lahimya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat UU
No.27 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil, dimana Hotel Pantai Gapura memperoleh izin menggunakan perairan
pesisir masih berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan
dan belum menggunakan UU No. 27 Tahun 2007 yang mengatur bahwa
setiap orang/badan hukum tertentu dapat diberikan Hak Pengusahaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disingkat HP-3) dalam menjalankan
usahanya terhadap pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil selama
orang/badan hukum tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan

| HP-3,

W




Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang pemanfaatan perairan pesisir dengan judul "Status Hukum
FPemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Bangunan Semipermanen (Studi Kasus

Balla Irate Hotel Pantai Gapura).”

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat
dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;
1. Bagaimana mekanisme pemberian izin pemanfaatan perairan pesisir bagi
bangunan semipermanen Balla Irate Hotel Pantai Gapura ?
2. Bagaimana status hukum perairan pesisir yang dimanfaatkan untuk

pangunan semipermanen Balla Irate Hotel Pantai Gapura ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dan kegunaan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian izin pemanfaatan perairan
pesisir untuk bangunan semipermanen Balla Irate oleh Hotel Pantai
Gapura Makassar.

2. Untuk mengetahui status hukum hak atas perairan pesisir yang
dimanfaatkan untuk pembangunan Balla Irate Hotel Pantai Gapura
Makassar.




BAE Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian

1. Pesisir

Negara kita dikenal dengan istilah “Negara Kepulauan® karena
wilayahnya terdiri atas gugusan pulau yang tersebar di antara lautan yang
luas. Kondisi seperti ini mempengaruhi keberadaan beberapa wilayah, baik di
daerah-daerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang memiliki kawasan
pesisir pantai yang potensial untuk dikembangkan, seperti Jawa, Bali, NTB,
NTT, Sulawesi Utara termasuk diantaranya Sulawesi Selatan yang tidak
jarang menjadi ajang perebutan untuk kepentingan lahan bisnis oleh
kalangan investor,

Pemenfaatan kawasan pesisir pantai di daerah perkotaan pada
umumnya diperuntukkan bagi kepentingan dunia wisata dengan
menyediakan berbagai fasilitas rekreasi pantai, sebagian pula diantaranya
menjadi kawasan bisnis dan perumahan.

Berkembangnya wilayah pesisir menjadi suatu kawasan perkotaan
disebabkan karena daerah tersebut memiliki aksebilitas dan mobilitas yang
tinggi sehingga mudah dicapai serta merupakan wilayah yang sangat

produktif karena memiliki keanekaragaman sumberdaya alam.




Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa yang dimaksud
dengan wilayah pesisir adalah :

“daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi
oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir ini merupakan zona
pertemuan antara sistemn daratan dan lautan secara fisik, sosial, dan
ekonomi.”

Hasil kesepakatan umum di dunia menyatakan wilayah pesisir
merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan, Begen
mendefenisikan wilayah pesisir di daratan sebagai wilayah dimana daratan
berbatasan dengan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut
seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, Sedangkan batasan
wilayah pesisir di laut adalah daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses
alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalimya air tawar ke laut, serta
daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan
(Muktasor, 2006:17)

Menurut Soegiarto, defenisi wilayah pesisir yang digunakan di
Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. kearah darat
wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air,
yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan
perembesan air asin sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian
laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat

seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh




kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran
(Dahuri, dkk 2001:8)

Defenisi lain tentang pesisir dikutip dari Peraturan Daerah {Perda)
Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Kawasan Pulau,
Pantai, Pesisir dan Pelabuhan, ditentukan bahwa

"Wilayah pesisir adalah daerah yang terletak di selat Makassar yang

merupakan pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah

darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang
masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti: angin laut, pasang
surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh |enis vegetasinya yang
khas. Sedangkan batas pesisir ke arah laut mencakup bagian atau
batas terluar paparan benua (continental shelf) dengan  ciri-ciri

perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terdapat di

darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun proses yang

disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan
hutan dan pencemaran”

Dari beberapa defenisi tentang pesisir yang dikemukakan oleh
beberapa ilmuwan dan dari literatur yang berbeda pada dasarnya
mengemukakan pendapat yang sama, sehingga empat defenisi tersebut di
atas sudah cukup memberi pemahaman tentang pesisir.

Mengingat potensi kawasan pesisir yang memiliki keunggulan spesifik
dan sangat menguntungkan untuk pengembangan usaha yang sekaligus bisa
mendatangkan kerugian, seperti resiko kerusakan lingkungan, maka dalam
pengelolaan pesisir yang efektif harus dapat mempertimbangkan berbagai
aspek kehidupan. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan pantai harus
diprioritaskan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

khususnya penduduk yang berada di sekitar wilayah tersebut dan mereka




yang berekonomi lemah, tanpa harus merusak keserasihan fisik lingkungan
dan keutuhan ekosistem pesisir maupun tatanan sosial ekonomi dan sosial
budaya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pengkajian
pengaruh lingkungan, maka harus ada laporan yang disusun berdasarkan
pengkajian lingkungan yang disebut dengan Analisis Dampak Lingkungan
(ANDAL). Laporan ini selain memuat dampak yang menguntungkan dari satu
kebijakan juga harus memuat identifikasi dampak meruglkan yang tidak dapat
dihindari dari suatu usulan kebijakan, bahkan ANDAL juga harus mencakup
alternatif untuk tidak mengambil kebijakan dengan tetap mempertimbangkan
melalui analisis dan evaluasi.

Z. Bangunan

Bangunan adalah sesuatu yang didirikan: sesuatu yang dibangun.
Bangunan terbagi menjadi dua jenis yaitu bangunan permanen dan
bangunan semi permanen (Balai Pustaka, 1995:89).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa :

1. Bangunan permanen adalah bangunan yang terbuat dari bahan
bangunan yang kuat dan tahan lama (seperti dari baja, beton,
dan batu bata.

2. Bangunan semipermanen adalah bangunan yang terbuat dari
beton, batu bata dan bahan-bahan yang mudah rusak (papan,

bambu, dsh)
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 |

Bangunan Gedung, ditentukan bahwa -

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Fungsi bangunan gedung pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2002,

ditentukan bahwa :

1.

Fungsi hunian, yang meliputi bangunan untuk rumah tinggal
tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal
sementara.

Fungsi keagamaan, yang meliputi mesijid, geraja, pura, wihara,
dan klenteng

Fungsi usaha, yang meliputi bangunan gedung untuk
perkantoran, perdagangan, perindusfrian, perhotelan, wisata
dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Fungsi sosial dan budaya, yang meliputi bangunan gedung
untuk  pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan,
laboraturium, dan pelayanan umum.

Fungsi khusus, yang merliputi bangunan gedung untuk reaktor
nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan
sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Persyaratan bangunan gedung berdasarkan pasal 7 Undang-Undang

MNo.28 Tahun 2002, ditentukan bahwa :

1.

Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif,
yang melipuli persyaratan status hak atas tanah, status
kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

- bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis sesuai

dengan fungsi bangunan gedung, yang meliputi persyaratan
tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
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Penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang No.28 Tahun 2002, ditentukan bahwa :

"Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.”

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat

berupa :

- Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan
. Memberi masukan kepada pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan
standar teknis di bidang pembangunan gedung

. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi

yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan
dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan
kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan

. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung

yang mengganggu, merugikan, danfatau membahayakan
kepentingan umum (pasal 45 UU NO.28 Tahun 2002)

Hak-hak atas tanah yang berhubungan dengan bangunan :

a. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka

waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 UUPA).

Pihak yang dapat memiliki hak guna bangunan ialah warga Negara

Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut badan hukum Indonesia

dan berkedudukan di Indonesia, tetapi apabila pihak tersebut yang tidak lagi

memenuhi syarat dalam jangka waktu 1 tahun, maka wajib melepaskan atau
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mengalihkan hak guna bangunan tersebut kepada pihak yang memenuhi
syarat (Pasal 36 ayat 1 dan 2 UUPA).
Menurut Pasal 40 UUPA, hak guna bangunan hapus karena :
a. Jangka waktunya berakhir ;
b. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena
sesuatu syarat tidak dipenuhi;
c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir;
d. Dicabut untuk kepentingan umum;
e. Ditelantarkan;
f. Tanahnya musnah.
b. Hak Pakai
Hak Pakai merupakan suatu kumpulan pengertian dari pada hak-hak
yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang
semuanya dengan sedikit perbedaan berhubungan dengan keadaan daerah
sedaerah, yang pada pokoknya memberi wewenang kepada vyang
mempunyainya.
Hak pakai diberi kekhususan sifat atau peruntukan penggunaan
bidang tanahnya, ataupun atas pertimbangan dari sudut penggunaan
tanahnya tidak dapat diberikan dengan Hak milik, Hak Guna Usaha, dan Hak

Guna Bangunan.
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Hak pakai adalah “hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain,
yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang mendirkannya atau dalam
perjanjilannya dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa
menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, serta segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini* (Pasal 41 ayat
1 UUPA).

Sesuai ketentuan Pasal 42 UUPA bahwa yang dapat mempunyai Hak
Pakai ialah :

a. Warga Negara Indonesia:

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

c. Badan hukum yang didirikkan menurut badan hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia;

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

c. Hak Sewa Bangunan

Hak sewa ini merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus,
maka diberi ketentuan tersendiri. Seseorang atau badan hukum mempunyai
hak sewa atas tanah, apabila yang bersangkutan berhak mempergunakan
tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada

pemiliknya sejumlah vang sebagai sewa.
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Hak sewa tanah untuk bangunan yang disediakan dan diatur ocleh
liembaga hak-hak atas tanah atau Hukum Tanah Masional di Indonesia
menurut hemat penulis dapat dijadikan pedoman dalam pemberian status
hak sewa pemanfaatan perairan pesisir untuk bangunan semi permanen
yang ada di atasnya karena bersumber dari dasar hukum yang sama yakni
UUPA,

Di dalam UUPA Pasal 16 jo. Pasal 53 rincian hak-hak atas tanah
dibedakan menjadi 2 macam hak sewa atas tanah, yaitu :

1. Hak sewa atas tanah untuk pertanian, yang cleh Pasal 18 UUPA
dikelompokkan termasuk hak-hak atas tanah yang sifatnya
sementara karena dianggap kurang selaras dengan UUPA,.

2. Hak sewa atas tanah untuk bangunan, yang oleh Pasal16 UUPA
disebut dengan "hak sewa saja”, maka hak ini akan berlaku terus
sebagaimana pokok-pokoknya diatur dalam Pasal 44 dan 45
UUPA.

Penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan hak sewa tanah untuk
bangunan , pada Pasal 44 dan 45 UUPA menentukan :

“Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-

sifat khusus, maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan

untuk bangunan-bangunan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 1."

Menurut Ardiwilaga (1962 : 237) yang mengemukakan “ persewaan
tanah di Indonesia terutama sekali berlaku sebelum UUPA. Temyata cukup

banyak pengaturan yang pernah berlaku dan berkenaan persewaan tanah ini,
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yang sebagian besar adalah menyangkut persewaan tanah Negara,

sedangkan untuk persewaan tanah swasta sebagian besar dikuasai oleh BW

dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita setelah proklamasi”.

Menurut Ardiwilaga (1962 : 273) ada beberapa prinsip yang

menyangkut sewa menyewa pada umumnya dalam merumuskan pengaturan

lebih jauh tentang hak sewa tanah, yaitu :

a.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu
menanggung, agar pihak yang lain mendapat kenikmatan dar
suatu benda yang bergerak atau yang tidak bergerak, selama
waktu yang telah ditentukan pula, sedangkan pihak lain itu
menerima untuk membayamya (Pasal 15-48 BW).

. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan

benda itu kepada pihak yang menyewa dalam keadaan dan
pemeliharaan yang baik.

Orang vyang menyewa tanpa persetujuan, tidak boleh
menyewakan lagi benda itu dan tidak boleh menyerahkan sawa
itu kepada orang lain.

OUrang yang menyewa harus memelihara benda-benda itu sebaik-
baiknya dan menggunakannya sesuai dengan apa yang telah
diterangkan dalam perjanjian.

Persewaan yang diselenggarakan dengan tulisan menurut hukum
akan berakhir, apabila wakiu yang telah ditentukan telah lewat,
dengan tidak perlu dihentikan lebih dahulu.

Perjanjian sewa menyewa tidaklah hilang karena vyang
menyewakan atau yang menyewa meninggal dunia.

. Penjualan benda yang disewakan itu tidak memutuskan

persewaan, kecuali dalam perjanjian sewa menyewa itu dimuat
syarat.

. Urang yang menyewakan tak dapat menghentikan persewaan

dengan alasan akan menggunakannya sendiri, kecuali apabila
hal itu dimuat dalam perjanjian.

Beberapa Pandangan tentang Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan

Harsono (2004 : 238) membedakan hak sewa untuk bangunan dan

hak sewa atas bangunan, sebagai berikut
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Hak sewa untuk bangunan harus dibedakan dari hak sewa atas
bangunan, Dalam hal ini hak sewa untuk bangunan, maka pemilik
menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada penyewa,
dengan maksud bahwa penyewa akan mendirikan bangunan di atas
tanah itu. Bangunan itu menurut hukum yang berlaku sekarang
menjadi milik penyewa tanah tersebut, kecuali kalau ada perjanjian
lain. Dalam hal hak sewa atas bangunan, maka tujuan penyewa
adalah menyewa bangunan yang sudah ada di atas sebidang tanah.
Bangunan itu bukan miliknya, dengan sendirinya penyewa bangunan
itu juga boleh mempergunakan tanah yang bersangkutan. Tetapi
hanya sekedar dalam hubungannya dengan persewaan bangunan
itu. Dalam hal ini, objek utama dari hubungan sewa menyewa itu
bukanlah tanahnya, melainkan bangunannya.

Berbagal prinsip yang dikemukakan ini patut dipertimbangkan dalam
menyusun penjabaran ketentuan UUPA tentang hak sewa tanah untuk

bangunan.

Pendapat lain berkenaan dengan hak sewa atas tanah untuk
bangunan adalah oleh K. Wantjik Saleh (1997 : 44) mengemukakan
pendapatnya yang berkenaan dengan persamaan hak sewa dengan hak
pakai sebagai berikut :

Persamaan hak sewa dan hak pakai, bahwa wakiu penggunaan
tanah itu terbatas, selain itu keduanya tidak dapat dijadikan jaminan

utang dengan hak tanggungan dan pula kedua hak itu dapat
dilepaskan cleh pemegangnya.

Pendapat yang terakhir mengenai hak sewa tanah untuk bangunan
dikemukakan oleh Hasan Wargakusuma (1992:69) yakni sebagai berikut :

Hak sewa ialah hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk
suatu keperluan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah
uang sebagai sewa (pasal 44 UUPA). Antara Hak Guna Bangunan,
Hak Guna usaha, Hak Pakai, dan Hak Sewa terdapat kesamaan,
yaitu hak yang memberi wewenang untuk memakai/menggunakan
tanah yang bukan miliknya sendiri dan dapat dikelompokkan sebagai
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hak pakai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang
memerlukan diferensiasi, maka diadakanlah hak-hak pakai khusus
yang diberi nama Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, Hak Sewa,
B. Pengembangan Lahan Pesisir Pantai
Manajemen perkotaan termasuk di antara manajemen pemanfaatan
lahan merupakan sektor manajemen perkotaan yang sangat rumit dan
kompleks. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat ditambah arus
urbanisasi yang darn ftahun ke tahun fterus bertambah jelas akan
membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana sosial khususnya rumah
tempat tinggal. Belum lagi dari dampak pertambahan penduduk yang cukup
tinggi tersebut menuntut tersedianya sarana dan prasarana sosisal lainnya
(pendidikan, rumah sakit, panti-panti, dll), sarana dan prasarana ekonomi,
industri dan pemerintahan yang kesemuanya membutuhkan ketersediaan
akan lahan di daerah perkotaan. Akibatnya, perluasan pembangunan di
wilayah daratan terus meningkat tidak mampu lagi diimbangi dengan
ketersediaan lahan, sehingga pembangunan khususnya di kawasan pusat
kota mencari alternatif lain ke kawasan pesisir pantai. Dalam kesnystzan
seperti ini telah terjadi perubahan pemanfaatan atas lahan daerah perkotaan
yang sebelumnya tidak pernah memperhitungkan pemanfaatan kawasan
pesisir pantai khususnya perairan pesisir untuk didirikan bangunan. Untuk i
maka pengembangan yang menyebabkan terjadinya perubahan

pemanfaatan lahan harus dapat memperhitungkan berbagai aspek hidup.
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Zulkaidi (58 : 19989) mengemukakan 4 (empat) tahapan dalam suatu
proses perubahan fungsi kawasan sebagai berikut

1. Penetrasi, terjadi penerocbosan fungsi baru ke dalam suatu
fungsi yang homogen dan mempengaruhi bentuk-bentuk
penggunaan lahan perkotaan.

2. Invasi, terjadinya sebuah fungsi baru yang lebih besar dari
tahap penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama.

3. Dominasi, yaitu terjadinya perubahan dominasi proporsi fungsi
lama ke fungsi baru akibat besarmnya perubahan ke fungsi baru.

4. Suksesi, adalah terjadinya pergantian sama sekali dari satu
fungsi ke fungsi yang baru.

Apabila ditinjau dari segi nilai lahan, maka menangani perubahan
pemanfaatan lahan, perencanaan harus berurusan dengan 3 (tiga) jenis nilai
lahan yang amat kuat, yaitu :

1. Nilai sosial lahan, memandang pemanfaatan lahan sebagai
tasilitator pola kegiatan dan aspirasi sosial yang diinginkan.

2. Nilai pasar lahan, memandang pemanfaatan lahan sebagai media
keuntungan bagi pengembang.

3. Nilai ekologi, memandang pemanfaatan lahan sebagai suatu
ancaman potensial terhadap lingkungan yang harus dikurangi,

(Zahn, 1999 : 94)
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Ketiga jenis penilaian di atas harus mendapatkan perhatian pokok dari
kalangan perencana dalam merancang suatu perubahan pemanfaatan lahan
agar ftidak mendatangkan kendala dalam pelaksanaannya dan tidak
merugikan kepentingan aspirasi masyarakat dari berbagai golongan.

Pengembangan lahan pantai yang diatur dalam Keputusan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemanfaatan
dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil Provinsi Sulawesi
Selatan Bab |l Pasal 3 menentukan :

1. Pemanfaatan dan pengembangan tanah pantai harus disesuaikan

pada kebijakan pemanfaatan yang berencana dan berkelanjutan.

2. Penetapan Garis Sempadan Pantai dimaksudkan sebagal upaya
agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan
pengendalian atas sumber daya yang ada pada daerah pantai
dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

3. Penetapan garis sempadan pantai bertujuan :

a. Agar fungsi pantai tidak terganggu oleh aktivitas yang
berkembang.

b. Agar kegiatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber
daya yang ada di pesisir pantai dapat memberikan hasil yang
optimal yang sekaligus menjaga kelestarian fungsi pantai.

c. Agar daya rusak terhadap pantai dan lingkungannya dapat

diatasi”
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Adapun karakterristik umum dari wilayah laut dan pesisir pantai

adalah:

a.

Laut merupakan sumber dari "common property resourcez” (sumberdaya
milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi publik.

Laut merupakan "open access regime” memungkinkan siapapun untuk
memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan.

Laut bersifat ‘“fluida", dimana sumber daya dan dinamika
hydrooseanography tidak dapat dikapling.

Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang
relativ mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik
dengan memanfaatkan laut sebagai prasarana pergerakan.

Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik
yang terdapat di ruang daratan maupun ruang laut, yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan manusia (Adisasmita, 2006:74)

Berdasarkan konsep occupation dalam hukum romawi penguasaan

laut terdiri dari :

1. Res communis, yaitu bahwa laut merupakan hak bersama
seluruh umat manusia.

2. Res nullius, yaitu bahwa laut tidak ada yang memiliki.
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C. Hak Menguasai Negara

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam kebijakannya terhadap Hak
Menguasai Megara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ke empat, dalam Pasal 33
ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat”.
Hal ini ditegasakan lagi dalam UUPA Pasal 2 ayat (1), bahwa :

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air,
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negars,
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

“ata dikuasai oleh MNegara tidak dapat diartikan bahwa hanya
Megaralah yang berhak mengusai. Pada dasamya Pemerintah melindungi
hak yang terdapat pada tanah, perairanflaut dan udara sepanjang diperoleh
dengan cara yang sesuai pada pada aturan-aturan yang berlaku.

Selanjutnya bahwa kota dikuasai oleh Negara pada intinya
memberikan wewenang, seperti yang diatur dalam UUPA Pasal 2 ayat (2)
yakni ;

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

tersebut.




b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
burmi, air dan ruang angkasa.

Kemudian dalam penjelasan UUPA menjelaskan bahwa Hak
Menguasai dari Negara merupakan hak yang tertinggi yakni pada tingkatan
yang menguasai seluruh wilayah Megara. Dalam pelaksanaannya seperti
yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yaitu :

Hak Menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat

dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperiukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan

Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Hak Menguasai MNegara maka Negara dapat
memerintahkan supaya pesisir dibuat produktif atau kembali kepada Negara
karena ditelantarkan sesuai UU No. 27 Tahun 2007 Tentang FPengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bab V Pasal 20 ayat (3). Sedangkan
Hak Menguasai Negara juga bersifat akiif atas pesisir/laut yang tidak dipunyai
oleh perseocrangan dengan HP-3.

Hak Menguasai dari Negara meliputi semua perairan/laut dalam

wilayah Republik Indonesia, baik perairan/laut yang tidak atau belum maupun

yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UU No. 27 tahun 2007
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disebut perairan yang dikuasai langsung oleh Negara atau biasa disebut
perairan/laut Megara.

Hak Menguasai Negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain,
tetapi dapat diberikan dengan sesuatu Hak Atas Penguasaan Wilayah
Pesisir/lLaut. Pemberian Hak Atas Pengusahaan Wilayah Pesisir kepada
seseorang atau Badan Hukum, bukan berari negara melepaskan hak
menguasai tersebut dari pesisirflaut yang bersangkutan. Megara tidak
melepaskan kewenangannya, hanya saja kewenangan Negara terhadap
pesisirflaut yang sudah diberikan dengan suatu hak pengusahaan kepada
pihak lain menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan isi
hak yang diberikan. Batas itu wajib dihormati oleh Negara dalam hal ini yakni
Negara fidak mengganggu pengusahaan dan penggunaan pesisir/laut yang
telah diberikan oleh suatu hak pengusahaan kepada sesecrang atau badan
hukum.

Meskipun Hak Menguasai Negara tidak dapat dipindahkan kepada
pihak lain namun, dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada
pemerintah daerah dam masyarakat Hukum Adat, sepanjang hal itu
diperiukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya. bahwa Bangsa Indonesia
ataupun Megara bertindak sebagai pemilik perairan/flaut. Lebih tepat jika

dikatakan bahwa Negara bertindak selaku Badan Penguasa.
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pada batas kewenanganyang merupakan isi hak yang diberikan. Batas itu

wajib dihormati oleh Megara, yaitu untuk tidak mengganggu pengusahaan
dan penggunaan pesisirflaut yang telah diberikan dengan sesuatu hak
kepada seseorang atau badan hukum.

MNegara yang mempertanggungjawabkan akan tercapainya
pengusahaan dan penggunaan perairan/laut untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, sesuai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentunya
mempunyai kekuasaan penuh untuk menetapkan batas-batas kewenangan
tersebut dan mengadakan perubahan jika perlu dan sesuai prosedur hukum

yang berlaku.

D. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Wilayah pesisir merupakan inferface antara kawasan laut dan darat
yang salaing mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara
biogeofisik maupun sosial ekonomi, wilayah pesisir memiliki karakteristik
khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan
kering, maupun teremdam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti
pasang surut,angin laut dan perembesan air asin sedangkan ke arah laut
wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengruhi oleh proses-

proses alami yang terjadi didaratan seperti penggundulan dan pencemaran.
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Dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah di wilayah laut dapat
disimpulkan bahwa pesisir masuk ke dalam wilayah administrasi Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

Untuk mencapai ketertiban dalam penggunaan pesisir/laut yang
penguasaan pada tingkat yang tertinggi ditugaskan kepada Negara,
penggunaan dan pengelolaan pesisirflaut oleh siapapun dan untuk keperluan
apapun, harus dilandasi hak atas pengusahaan pesisir. Untuk menjamin agar
potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar
sektor dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan
wilayah pesisir. Dimana kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya
sumberdaya pesisir yang ada serta karakteristik wilayah pesisir yang “open
acces” sehingga mendorong wilayah pesisir telah menjadi salah satu lokasi
utama bagi kegiatan-kegiatan beberapa sektor pembangunan (multi-use).

terdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Fengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1, Ayat (18)
dijelaskan bahwa :

Hak pengusahaan perairan pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah
hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha
kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan
peimanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau terkecil yang

mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan
permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
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Dalam hal konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar user, yakni
sektoral dalam pemerintahan dan juga masyarakat setempat dan pihak
swasta, namun juga antar pengguna antara lain:

a. Perikanan budidaya maupun tangkapan

b. Pariwisata bahari dan pantai

c. Industri maritim seperti perkapalan

d. Pertambangan seperti minyak, gas, timah dan galian lainnya

e. Perhubungan laut dan alur pelayaran

f. Terumbu karang dan biota laut lainnya (Irwandi ldris, 2007:163)

Hak pengusahaan perairan pesisir berisikan serangkaian wewenang,
kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu
dengan pesisirflaut yang telah dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib dan atau
dilarang untuk diperbuat itulah merupakan hal-hal yang melekat pada hak
pengusanaan perairan pesisir.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 18, menentukan bahwa HP-3 dapat
diberikan kepada :

a. Orang persecrangan warga Negara Indonesia
b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia,
atau

c. Masyarakat adat.
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Hak pengusahaan pesisir member wewenang kepada pemegang hak
untuk menggunakan pesisirflaut yang bersangkutan, demikian pula dengan
laut serta ruang yang ada di atasnya, yang hanya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan laut itu, dalam
batas-batas menurut UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir
Dian Pulau-Pulau Kecil dan peraturan-peraturan hukum yang lain.

Oleh karena setiap pesisirflaut yang dihaki itu hakikatnya wajib
digunakan dan tidak mungkin penggunaan itu hanya meliputi permukaan
pesisirflautnya saja, maka wajar jika ketentuan pada UU No. 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Pesisicr Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 16, Ayat (2)
bahwa kewenangan menggunakan pesisirflaut tersebut, juga meliputi kolom
air sampai dengan permukaan dasar laut.

Objek hak pengusahaan atas pesisirflaut jika ditinjau dari sudut
penggunaannya, maka objek tersebut berdimensi tiga, yang pada
kenyataannya merupakan “ruang” di atas dan di dasar laut yang
bersangkutan, berukuran panjang, lebar, serta kedalaman.

HP-3, diberikan kepada individu, badan usaha, atau kelompok
masyarakat hukum adat yang telah menunjukkan keberhasilannya dalam
mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil HP-3 merupakan
instrument pemenfaatan sumber daya selain izin usaha. Bagi masyarakat
hukum adat, HP-3 merupakan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir,

dimana hak-hak masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal diakui untuk
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menjamin akses mereka terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir. Hak
yang diakui ini dibarengi dengan kewajiban mereka untuk melaksanakan
pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Bagi dunia usaha, HP-3
memberikan kepastian hukum untuk berusaha dan dapat dijadikan jaminan
bagi perbankan untuk mendapatkan permodalan. |de HP-3 diinisiasi dan
kegiatan Individual Transferable Quofa (ITQ) Perikanan di Kanada, New

Zealand, dan Islandia (Irwandi Idris, 2007 : 198).

E. Tata Ruang

Fada saat ini perhatian pemerintah terhadap perkembangan kota
semakin besar, baik di Negara-negara maju maupun Megara-negara yang
sedang berkembang karena kompleksnya permasalahan di dalamnya.
rerdembangan kota yang seolah-olah tidak terkendali itu merupakan pemicu
munculnya berbagai permasalahan lingkungan, baik lingkungan ekonomni,
sosial budaya dan politik pada masa yang akan datang dapat dipastikan
perkembangan tersebut akan semakin pesat, Yang pada gilirannya akan
semakin memunculkan berbagai macam permasalahan. Salah satu
permasalahan di kota-kota yang akhir-akhir ini semakin mencuat
diparmuxaan adalah kebutuhan akan lahan, sehingga ke depan hal tersebut
memerlukan perhatian serius dar pemerintah khususnya menyangkut

perencanaan pemenfaatan lahan yang tersedia.
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Membahas tentang tata ruang suatu wilayah atau daerah tidak
terlepas dari pembahasan tentang pemanfaatan lahan yang tersedia pada
wilayah atau daerah tersebut, dengan kata lain membahas tentang tata ruang
berarti membahas tentang tata guna lahan. Oleh karena itu, istilah tata ruang
sering diistilahkan pula dengan tata guna lahan.

Perencanaan tata ruang amat penting peranannya mengingat bahwa
sumber daya alam yang beraneka ragam, baik yang ada di darat, laut dan
udara yang membutuhkan pola pemanfaatan yang terkoordinasi dan terpadu
dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan demi kelangsungan
pembangunan MNegara yang berkelanjutan. Disamping itu, disadari
sepenuhnya bahwa ketersediaan ruang itu sendiri bersifat tidak terbatas, bila
pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik kemungkinan besar akan terjadi
pemborosan manfaat ruang yang pada akhirnya menyebabkan penurunan
kualitas ruang. Oleh karena itu, diperiukan penataan ruang untuk mengatur
pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi,
kualitas ruang dan estetika lingkungan.

Dalam Undang-Undang Rl Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Bab | Pasal 1, beberapa defenisi berkaitan dengan tata ruang adalah
sebagai berikut ;

» Ayat1:
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu Kesatuan

wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
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F Ayat 2.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang

* Ayath:
Penataan ruang adalah suatu sisterm proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

# Ayat 16 :
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang

= Ayat 17 :
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
rerdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Tata ruang seperti yang dimaksud di atas mengandung pengertian
sebagail pola pemanfaatan ruang yang tersedia dalam suatu wilayah secara
terstruktur di mana pemanfaatan ruang tersebut dapat direncanakan ataupun
tidak direncanakan. Akan tetapi untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang
efisien dan efektif, maka perlu disusun suatu penataan ruang dalm bentul
rencana tata ruang.

Dalam menyusun perencanaan tata ruang harus memperhatikan asas
dan tujuan. Dalam Undang-Undang Rl Nomor 26 Tahun 2007 Bab |l tentang
Penataan Ruang asas dan tujuan penataan ruang ditentukan :

# Pasal 2, penataan ruang berasaskan :

Keterpaduan;

Keserasihan, keselarasan, dan keseimbangan;
Keberlanjutan;

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
Keterbukaan;

Kebersamaan dan kemitraan;

Perlindungan kepentingan urmum;

Kepastian hukum dan keadilan; dan
Akuntabilitas.

e R N
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» Pasal 3, penataan ruang bertujuan :
Penyelenggaraan penataan ruang berujuan untuk mewujudkan
ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan
perkelanjutan berdasarkan VWawasan Nusantara dan Ketahanan
MNasional dengan :

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan;

b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan
sumber daya manusia; dan

c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan
dampak negativ terhadap lingkungan akibat pemanfaatan
ruang.

Asas dan tujuan penataan ruang seperti yang dimaksud di atas
mienunjukkan penataan ruang bagi suatu wilayah harus memperhitungkan
aspek kepentingan kepada semua pihak secara adil melalui pemanfaatan
ruang yang berkualitas dengan tetap menjaga kelestarian kawasan-kawasan
yang dilindungi.

Lalam kaitannya dengan tata ruang, di dalam Perda Kota Makassar
Nomor 16 Tahun 2004 disebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang
disingkat RTRW, yaitu :

‘penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah

Kota Makassar yang menjadi pedoman untuk penataan ruang yang

lebih rinci dan merupakan dasar dalam pangawasan terhadap

perizinan lokasi pembangunan.”

Dalam rangka menata kawasan yang berada di bawah Pemerintah
Kota Makassar termasuk kawasan pantai, maka berdasarkan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang disahkan cleh

Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kota Makassar selanjutnya
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membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir dan

Pelabuhan.
Dalam Perda Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 ditentukan

‘bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar
sektor, daerah dan masyarakat, maka penataan kawasan pulau,
pantai, pesisir dan pelabuhan merupakan arahan lokasi investasi
pembangunan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan kawasan.”

Selanjutnya dalam Perda Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 Bab I
Pasal 3 Ayat 2 ditentukan :

‘penataan kawasan dilaksanakan oleh wunsur dinas terkait

bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota melalii systam,
prosedur pengawasan dan pengendalian sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”

Dari uraian di atas dipercleh pemahaman bahwa kawasan pesisir
dapat dijadikan sebagai lokasi investasi sesuai penataan kawasan olch dinas
terkait dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan ini, masalah yang
sering terjadi adalah perbedaan antara konsep yang telah disusun dan
diterapkan oleh dinas terkait dengan pelaksanaannya di lapangan. Seperti
yang dijelaskan oleh Yunus (2005:2) :

Perkembangan kota yang tidak terkendali bukan karena kota dan

daerah sekitarnya tidak mempunyai konsep tata ruang, akan tetapi

kenyataan di lapangan yang seringkali merumuskan konsep tersendiri

tanpa berkonsultasi dengan rumusan konsep yang telah ada. Hal ini
disebabkan karena formulasi tata ruang dan aplikasinya yang kalah
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cepat berpacu dengan proses perubahan di lapangan serta aplikasi
peraturan yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Selain karena konsep dan aplikasi tata ruang suatu daerah perkotaan
yang seringkali kalah cepat dari pergerakan perubahan kearah
perkembangan kota yang makin maju dan tak terkendali, ternyatz peraturan
yang tidak dilaksanakan secara konsisiten dan konsekuen seringkali menjadi

penyebab timbulnya permasalahan penataan ruang di wilayah perkotaan.

F. Perizinan

Dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan konsep tata ruang
yang telah disusun oleh pemerintah, maka setiap kegiatan fisik di lapangan
harus mendapat izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Hal ini
bertujuan untuk menghindari adanya pembangunan pada suatu kawasan
yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan demi tertibnya penataan
ruang wilayah sesuai konsep yang telah ditetapkan.

lzin dalam arti luas adalah sesuatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan Undang-undang atau peraturan dalam keadaan tertentu
menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum.

Sedangkan dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya di
dasarkan pada keinginan pembuat Undang-undang untuk mencapai suatu

tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan buruk, seperti




pembebasan/dispensasi adalah pengecualian atas larangan sebagai aturan
umum yang berhubungan erat dengan keadaan khusus.(Philipus M.Hadjon,
1993 2-3).

Hukum perizinan adalah merupakan dar bagian hukum administrasi
MNegara. Adapun yang dimaksud dengan pernzinan adalah melakukan
perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum
publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dar
permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang
dimohonkan

lzin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum untuk
mendirikan bangunan yang dimaksud agar pembangunan yang dilaksanakan
sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
{hitp:one.indoskripsi.com).

Perizinan untuk mendirikan bangunan termasuk diantaranya
pembangunan yang memanfaatkan perairan pesisir harus memperhitungkan
aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dikenal dengan garis
sempadan pantal. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang tidak
dapat ditempati untuk mendirikan bangunan dengan alasan untuk
mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sebagaimana disebutkan dalam

Bab | Pasal 1 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002
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tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa “garis sempadan pantai adalah kawasan
tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi pantai”.

Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71
Tahun 2002 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan
Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Bab |l Pasal 6 ayat (1) menentukan :

a. garis sempadan pantai bertanggul di luar kawasan perkotaan
ditetapkan sekurang-kurangnya 20 meter di sebelah luar
sepanjang kaki tanggul,

b. didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 15
meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Selanjutnya dalam Perda Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2004 Bab
Il Pasal 10 ditentukan bahwa :

Pada kawasan pedesaan dan perkotaan yang berada di wilayah
pulau, pantai dan pesisir perlu dicegah pertumbubhan pemukiman
dan keglatan lain yang mengarah pada terjadinya pergeseran garis
pantai agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak
menimbulkan perubahan arah air laut sehingga tidak terjadi abrasi
pantai ataupun pengendapan sidimen yang mefrugikan Kepenuingain
umum.

MNamun demikian, pembangunan di kawasan pantai dapat saja
dilakukan sepanjang telah mempercieh izin dari pemerintah setempat. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan Bab Il Pasal 8 ayat (1) dan (2) Keputusan

Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 sebagai berikut ;




Femanfaatan tanah di daerah sempadan pantai dapat dilakukan oleh
masyarakat setelah memperoleh izin pemanfaatan terlebih dahulu

dari Bupati\Walikota setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan.

Ketentuan tersebut di atas didukung pula dengan ketentuan pada
Perda Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 Bab |} Pasal @ ayat (2) sehagsi
berikut :

"Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan
pantai dilakukan melalui proses perizinan oleh Walikota untuk
menghindari terjadinya konflik kepentingan antar sektor kegiatan”

Proses perizinan untuk mendapatkan izin pembangunan yang
memaniaatkan perairan pesisir berlaku sama seperti perizinan untuk
bangunan fisik lainnya yakni mendapat izin dari instansi yang berwenang,
kemudian persyaratan tembahan adanya rekomendasi tentang Analisis
mongenal Campak Lingkungan (AMDAL) dari Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 Bab Il Pasal 9 ayat (1)
sebagai berikut;

Untuk keperluan ruang pembangunan dan perluasan kota, maka dapat

dilakukan reklamasi pantai setelah memenuhi ketentuan sebagaimana

benkut :
a. Memperoleh izin dari instansi yang berwenang;

b. Menyusun dokumen AMDAL sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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BAB I

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mempeocleh kejelasan dan data berkaitan dengan bagaimana
prosedur pemberian izin dan status hukum perairan  pesisir yang
dimanfaatkan untuk bangunan semi permanen pada Balla Irate Hotel Pantai
Gapura Makassar, penulis akan melakukan penelitian dan pengambilan data
pada Kantor PT. Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disingkat PT. Pelindo) IV
Cabang Makassar, Hotel Pantai Gapura, Kantor Pemerintah Kota Makassar,
wantor Dinas Tata Ruang, Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dan
Bangunan Pemerintah Kota Makassar serta kantor Badan Pertanahan
MNasionan Kota Makassar guna memperoleh keterangan mengenai
bagaimana prosedur pemberian izin pendirian bangunan yang digunakan
oleh pihak Hotel Pantai Gapura terkait dengan penggunaan perairan pesisir
yang dimanfaatkan untuk bagunan semi permanen yang berfungsi sebagai
t=mpat hiburan wisata bahari yang bernilai komersial yang dikelola oleh pihak

swasta dalam hal ini Hotel Pantai Gapura.

B. Responden Penelitian
Responden penelitian adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan

pembangunan Balla Irate, seperti Hotel Pantai Gapura, PT. Pelindo IV
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Cabang Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan
Wilayah Pemerintah Kota Makassar, Kantor Pelayanan Administrasi

Perizinan serta Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung
dengan pihak Hotel Pantai Gapura PT. Pelindo IV Cabang Makassar,
Pemerintah Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah
Kota Makassar, serta Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap
moratur-itcratur tentang hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Responden ditentukan melalui Teknik Purposive Sampling dengan
pertimbangan bahwa responden yang akan dipilin adalah yang membidangi
langsung kegiatan yang berkaitan dengan materi peneliian. Untuk itu dipilih
10 {s=puluh) responden yang ferdiri atas 2 (dua) orang responden setiap
instansi tempat penelitian dan yang dipilih adalah masing-masing 1 (satu)
orang pejabat/pimpinan unit kerja terkecil beserta 1 (satu) orang pelaksana
vang “eduanya membidangi langsung kegiatan yang berhubungan dengan

materi penelitian. Selanjutnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan
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dalam penelitian, maka dilakukan wawancara langsung dengan responden

penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data atau fakta-fakta yang
diperoleh langsung di lapangan. Dari data-data atau fakta-fakta yang
diperoleh di lapangan kemudian dilakukan penelitian kepustakaan melalui
tinjauan hukum dalam hal ini kajian terhadap beberapa aturan penzinan yang

berhubungan dengan peneliian.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pemberian izin pemanfaatan perairan pesisir bagi
bangunan 2cmi permanen Balla Irate Hotel Pantai Gapura.

Hotel Pantai Gapura terletak di Jalan Pasar lkan Momor 2 Makassar.
Secara administratif Hotel Pantai Gapura berada dalam wilayah Kecamatan
Ujung Pandang Kota Makassar, yang lokasinya berada di pesisir pantai.
Hotel Pantai Gapura merupakan salah satu hotel yang mengembangkan
konsep wisata bahari di Kota Makassar. Hotel Pantai Gapura didirikan
berdasarkan Akte Notaris Momor 140 Tanggal 26 November 1881 oleh
Notaris Drs. H. Saidus Sjahar, S.H.

Bangunan Hotel Pantai Gapura terdiri dari bangunan permanen dan
bangunan semi permanen dan sebagian bangunannya ada yang menjorok ke
pantai bahkan ada yang berada di atas permukaan perairan pesisir.
Bangunan permanen yang dimiliki oleh Hotel Pantai Gapura di bangun di
atas tanah yang berada di pesisir pantai sedangkan banguan semi permanen
berada di atas permukaan perairan persisir . Bangunan semi permanen yang
dimiliki oleh Hotel Pantai Gapura adalah Balla Irate, yang didirikan di atas
permukaan perairan pesisir.

Berdasarkan wawancara dengan Basir (Staf PT. Pelindo IV Cabang
Makassar) luas |lahan perairan yang digunakan oleh bangunan Balla Irate

Hotel Pantai Gapura adalah seluas 15 x 22 meter persegi. Keseluruhan
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kontruksi bangunan Balla Irate dari bahan kayu yang dapat dikategorikan
sebagai bangunan semi permanen. Bangunan Balla Irate berada di sebelah
utara Areal Cettage dan Restaurant Pinisi terapung yang masih merupakan
areal dari Hotel Pantai Gapura.

Sebelum lebih jauh membahas tentang mekanisme pemberian izin
pemanfaatan perairan pesisir bagi bangunan semi permanen Balla Irate Hotel
Pantai Gapura, maka terlebih dahulu akan membahas mengenai hak
pengelolaan dan meninjau dasar hukum pemberan izin pemanfaatan
perairan pesisir :

» Hak Pengelolaan

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1897 Pasal 1 didefenisikan bahwa
hak pengelolaan adalah merupakan hak atas tanah yang diberikan kepada
ombaga atau instansi pemerintah atau badan hukum Indonesia yang seluruh
modalnya dimiliki oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Hak
pengelolaan pada hakekatnya bukanlah hak atas tanah sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 4 jo 16 UUPA, melainkan merupakan pembernan
pelimpahan sebagian kewenangan untuk melaksanakan hak menguasai
Negara kepada pemegang hak pengelolaan dimaksud dalam Pasal 2 UUPA.

Dalam penjelasan UUPA Angka Il Butir 2 dijelaskan :

“Megara dapat memberikan tanah yang dikuasai oleh Megara kepada
orang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan

dan keperluanx misainya hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan atau hak pakai atau yang memberikannya dalam
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pengelolaan kepada suatu badan (Departemen, Jawatan dan
Daerah Swatantra).”

1. Subjek dan Kewenangan Hak Pengelolaan
Yang dapat mempunyai hak pengelolaan adalah :

a. Badan hukum yang didirkan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia yang seluruh modainya dimiliki oleh
pemerintah dan atau pemerintah daerah.

b. Lembaga atau instansi pemerintah lainnya yang ditunjuk, yang
tugas dan fungsinya mengelolah tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/k epala BPN
MN0.9/1999 hak pengelolaan dapat diberikan kepada :

a. Instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah

b. Badan Usaha Milik Negara

c. Badan Usaha Milik Daerah

d. PT(Persero)

e. Badan Otorita

f Badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh
pemerintah

Hak pengelolaan adalah hak yang memberikan kewenangan kepada
pemegang hak untuk :

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah

b. Menggunakan tanah untuk keperiuan pelaksanaan tugas
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¢. Menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak
ketiga dengan hak guna bangunan atau hak pakai menurut
persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak
tersebut, yang meliputi segi peruntukan, penggunaan, jangka
waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian
hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan
dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar masuk dalam ruang
lingkup pemberian hak pengelolaan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 1996 Pasal 12 Tentang Kepelabuhan dimana disebutkan
bahwa, “tanah-tanah di lingkungan kerja pelabuhan diberikan dengan hak
pengelolaan.”

2. Tata Cara Permohonan Hak Pengelolaan

Berdasarkan surat edaran Menteri MNegara Agrana/Kepala BPN
tanggal 19 Februari 1999 Nomeor 110-591 perihal penyampaian peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3/1999 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah Megara ditegaskan bahwa keputusan untuk memberikan hak
pengelolaan tetap menjadi kewenangan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BFN Nomor

9/1999, tata cara pemberian hak pengelolaan adalah |




a. Permohonan hak pengelolaan diajukan secara tertulis

b. Permohonan hak pengelolaan tersebut dilampirkan dengan :

V.

Wi,

VIl

Foto copy Iidentitas permohonan atau surat keputusan
pembentukannya atau akta pendirian perusahaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka

panjang.

\zin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau
surat izin percadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah.

Bukti pemilikan dan bukti perolehan tanah berupa sertifikat,
penunjukan atau penyerahan dari pemerintah, pelepasan
kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akia pelepasan
bekas tanah milik atau bukti perolehan tanah lainnya.

Surat persefujuan atau rekomendasi dar instansi terkait,
apabila diperlukan.

Surat ukur apabila ada.

Surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya dimiliki

oleh pemerintah.

¢. permohonan hak pengelolaan dimaksud diajukan kepada Menteri

melalui Kepala Badan Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi

letak tanah yang bersangkutan.
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d. keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak pengelolaan
disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan
cara yang lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut
kepada yang berhak.

3. Pemberian Hak Di Atas Hak Pengelolaan

Bagian-bagian dari hak pengelolaan yang diserahkan kepada pihak
ketiga dapat diberikan dengan status hak guna bangunan dan hak pakai.
Kewenangan pemberian hak di atas hak pengelolaan adalah tetap mengacu
pada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN MNomor 89/1998 fentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara.

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9/1998, tidak diatur secara
rinci mengenai tata cara penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan,
hanya dalam ketentuan umum pasal 4 ditentukan bahwa “dalam hal tanah
yang dimohon merupakan tanah hak pengelolaan, pemihon harus terlebih
dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari
pemegang hak pengelolaan’.

Namun demikian, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun1888
sebenamya dimaksudkan sebagai pengganti Keputusan Presiden yang
merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah,

yang di dalam beberapa ketentuan pasal-pasalnya dinyatakan akan diatur
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lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, termasuk mengenai ketentuan pasal
22 ayat (3) dan Pasal 42 (3) yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai
tata cara dan syarat permohonan dan pemberian hak guna bangunan/ hak
pakai atas hak pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 terdapat
beberapa pasal yang mengatur mengenai masalah yang berkaitan dengan
pemberian hak guna bangunan/ hak pakai di atas hak pengelolaan, antara
lain bahwa, tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan atau hak
pakai adalah tanah hak pengelolaan.

Sampai saat ini hak pengelolaan yang diterbitkan atas penguasaan
tanah-tanah pemerintah/pemerintah daerah yang bagian-bagian tanshnya
diberikan hak-hak kepada pihak lain adalah :

a. Hak pengelolaan atas nama pemerintah

b. Hak pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi,
Departemen Pertanian Cq Direktorat Jendral Perikanan

c. Hak pengelolaan atas nama BUMN/D (Perum Perumnas,
Perumka,PT. Kereta Api, PT. Angkasa Pura, PT. Pelabuhan
Indonesia. PT. Perusahaan Listrik MNegara dan PT.
Telekomunikasi)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa PT. Pelabuha
Indonesia IV Cabang Makassar memiliki kewenangan hak pengelolaan

terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan
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perundang-undangan. Selanjutnya PT. Pelinde |V Makassar sebagai
pemegang hak pengelolaan memiliki kewenangan menyerahkan sebagian
dari wilayah hak pengelolaannya untuk diserahkan kepada pihak ketiga
dengan status hak guna bangunan/ hak pakai.
* Dasar Hukum Pemberian lzin Pemanfaatan Perairan Pesisir
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang
peyaslenggaraan Pelabuhan Laut dalam pasal 1 ayat (5) menentukan bahwa :
“Daerah lingkungan kerja pelabuhan laut adalah wilayah perairan
dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secaia
langsung untuk kepelabuhanan”
Selanjutnya pada ayat (6) ditentukan :
“Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut adalah wilayah
perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan
umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran®
Kemudian dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
54 Tahun 2002 tentang Peyelenggaraan Pelabuhan Laut menentukan
bahwa:

"Penyelenggaran Pelabuhan umum diberikan hak atas tanah dan
perairan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan laut untuk
kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku”

Dari Pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang
mempunyai hak atas tanah dan perairan dalam daerah lingkungan kerja
pelabuhan laut adalah penyelenggaran pelabuhan. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran bahwa penyelenggara
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pelabuhan adalah PT. Pelabuhan Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Basir (Staf PT. Pelindo IV Cabang Makassar) bahwa khusus wilayah
yang ditempati oleh Hotel Pantai Gapura merupakan wilayah kerja PT.
Pelindo IV Cabang Makassar ini berarti bahwa tanah dan perairan yang
digunakan cleh Hotel Pantai Gapura adalah merupakan hak PT. Pelabuhan
Indonesia IV Cabang Makassar jadi segala aktifitas yang akan dilaksanakan
di wilayah yang merupakan wilayah PT. Pelindo IV Cabang Makassar harus
ada persetujuan atau rekomendasi dari pihak PT. Pelindo IV Cabang
Makassar.

Lebih lanjut Basir mengatakan bahwa dalam Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Peyelenggaraan Pelabuhan
Laut dalam BAB Il Rencana Induk Pelabuhan Pasal 5 ayat (6) huruf c
menyebutkan salah satu fasilitas penunjang adalah fasilitas pariwisata dan
perhotelan.

Dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun
2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut :

(1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam daeran lingkungan
kerja selain untuk pemeliharaan kolam dan alur pelayaran dan
didalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut,
dilakukan setelah mendapat izin dari:

a. Menteri untuk pelabuhan internasional hubungan
intemasional dan nasional menurut contoh 5 lampiran |l
Keputusan ini;

ubernur untuk pelabuhan Regional;
¢. BupatiWWalikota untuk pelabuhan lokal.

=
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memperhatikan:
a. Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan khusus untuk kegiatan reklamasi;
b. Keselamatan Pelayaran;
c. Kelestarian lingkungan.

Kemudian dalam Pasal 52 Keputusan Monter Perhubungan Nomor 54
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dapat di simpulkan
bahawa setiap akan melakukan aktifitas dalam wilayah hukum Pemenntah
Kabupaten ataupun Kota harus ada rekomendasi baik dari Gubemur maupun
BupatiWalikota dan harus menyesuaikan dengan rencana umum tata ruang
kota di wilayah daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa

“kegiatan pengerukan dan reklamasi dalam daerah lingkungan kerja
pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhanan hanya dapat
dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri, Gubemur, dan
BupatiWalikota sesuai dengan kewenanganiya”

Dalam mendirikan bangunan di sisi air maka harus terlebih dahulu
mendapatkan izin atau rekomendasi dari Menteri, Gubernur dan walikota
dengan berbagai pertimbangan sebagaimana di atur dalom Pasz! 21 ayzt {4}

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 sebagai berikut:

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
memperhatikan:

Keselamatan pelayaran;

Tatanan kepelabuhanan Nasional;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
Rencana Induk Pelabuhan; dan

apow
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e. Kelestarian lingkungan.

Selanjutnya pada ayat (5) menyatakan bahwa :

“izin mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air
sebagaimana dimaksud dalamayat (2) di daerah lingkungan kerja
pelabuhan diberikan oleh BupatiWalikota sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan setelah mempearhati:zon portimbongan foknis dard
penyelenggara pelabuhan”

Scrdasarkan hasil wawancara dengan Andi Pangeran (Staf Kantor

Pelayanan Perizinan Kota Makassar) bahwa untuk mendapatkan Izin

Mendirkan Bangunan salah satu syaratnya adalah mendapatan

rekomendasi dari dinas teknis yang khusus menangani masalah pendirian

bangunan yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. jadi

pemberian izin mendirikan bangunan harus ada Rekomendasi dan Dinas

Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.

Lebih lanjut Andi Pangerang menyatakan bahwa syarat untuk

mendapatkan lzin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTF) Pemochon yang masih
berlaku.

Foto Copy Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah.

Foto Copy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan,
Surat Pernyataan tidak keberatan dan tetangga.

Surat Pernyataan pemohon bahwa lokasiftanah tidak dalam keadaan
ennakets dan diketahui Lurah dan Camat setempat.

Gambar rencana bangunan dan perhitungan kontruksi 5 (lima)
rangkap dengan melampirkan Surat |zin Perencanaan Bangunan

(SIPB)
Pas Foto Ukuran 3x4 Cm sebnayak 2 (dua) Lembar.
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Terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan
Saad (Staf Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar)
menyatakan bahwa khusus pembangunan Balla irate Hotel Pantal Gapura
tidak mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan
karena lokasi pembangunannya merupakan wilayah kerja pelabuhan dan
sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pelayaran wilayah
tersebut merupakan kewenangan dari PT. Pelabuhan Indonesia dan sesuai
dengan pembagian wilayah kerja lokasi tersebut masuk dalam wilayah kena
PT. Pelindo IV Cabang Makassar.

Berkaitan dengan pembangunan yang memanfaatkan tanah pantai,
maka Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Tanah Pantai Dan Pulai Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan menentukan bahwa dalam rangka penataan,
pemanfaatan pengendalian dan pelestarian wilayah pantai di daerah
pemukiman atau di daerah perluasan kota serla pembangunan sarana
pelayanan, perlu diatur dengan Keputusan Gubernur sebagai pedoman
operasional guna memenuhi kepentingan pembangunan.

Keputusan Gubemur Nomor 71 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Tanah Pantai Dan Pulau Kecil Provinsi
Sulawesi Selatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang mana Pemerintah Provinsi

52




diberikan kewenangan dalam mengatur wilayah pesisir yang mereka miliki
untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi
Selatan Momor 71 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan
Pendayagunaan Tanah Pantai Dan Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan
menentukankan bahwa :

1. Pemanfaatan tanah di daerah semapadan pantai dapat
dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan:

a. Budidaya pertanian dengan tanaman yang diizinkan;

b. Kegiatan niaga, penggalian, penimbunan.;

c. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan
peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;

d. Pemasangan rentangan kebel listrik, telepon dan pipa air;

e. Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan
kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak yang
merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi pantai;

f. Membangun prasarana lalu lintas air.

2  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus memperoleh izin pemanfaatan terlebin dahulu dari
BupatiVWalikota setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan.

Berdasarkan pasal 8 Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 71
Tahun 2002 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Tanah
Pantai Dan Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut di
atas, maka memungkinkan untuk mendirikan bangunan yang ada di dalam
garis sempadan pantai setelah mendapatkan izin dari BupatiWalikota.

Dengan demikian Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71
Tahun 2002 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Tanah

Pantai Dan Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan tersebut sangatlah
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berkaitan dengan aturan yang terdapat pada Peraturan Daefah: Kota

Makassar Nomor 16 Tahun 2004 tentang Panataan Kawasan Fulau, alr;_tﬁi.
Pesisir dan Pelabuhan yang menentukan::

a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi
kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk melaksanakan
otonomi daerah khususnya dalam eksplorasi, konservasi dan
pengelolaan wilayah laut sejauh 1/3 dari batas laut daerah
provinsi, dipandang perlu untuk disusun suatu peraturan kawasan
pulau, pantai, pesisir dan pelabuhan.

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antar sektor, daerah dan masyarakat maka Penataan Kawasan
Pulau, Pantai Pesisir dan pelabuhan merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan, kegiatan eksplorasi, eksploitasi,
konservasi dan pengelolaan kawasan.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
dalam pelaksanaan otonomi daerah termasuk diantaranya pengelolaan
kawasan pantai dan pesisir dalam rangaka pembangunan di segala sektor,
Pemerintah Kota mempunyai kewenangan dalam mengatur masalah
pembangunan yang ada diwilayahnya termasuk yang berada di pesisir dan
pantai.

Selanjutnya dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor :
16 Tahun 2004 menentukan bahwa

Palaksanaan Penataan ruang sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat
(2) meliputi tata cara pelaksanaan pembangunannya, pengaturan

hak-hak atas tanah, pengaturan perizinan untuk kegiatan
pembangunan dan manfaat yang diperoleh Pemerinatah Kota di

dalam usaha pengembangan kepelabuhanan”




Kemudian pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor : 16 Tahun 2004 menentukan bahwa :

"Kegiatan Reklamasi Pantai oleh pihak swasta, pemerintah, badan
usaha milik Negara maupun pihak lain, hanya dapat dilaksanakan
setelah mendapatkan persetujuan dari walikota”

Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak manapun harus
mendapatkan rekomendasi dari walikota.

Dalam rencana tata ruang Kota Makassar yang terdapat dalam
Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar_ 2005-2015 dalam Pasal 11
pada ayat (2) huruf a. Misi Kawasan Khusus Pariwisata Maritim adalah
mengembangkan potensi pulau, laut, dan pesisir menjadi lebih produktif dan
bermanfaat langsung bagi peningkatan ekonomi masyarakat maritim,
menggerakkan sistem maritim melalui kegiatan pariwisata sebagai lokomotif,
mewujudkan tata ruang laut yang mampu memberi manfaat besar bagi
ekonomi masyarakat maritim.

Kemudian pada huruf d. Misi Kawasan Khusus Pengendalian Pantai
Makassar adalah mewujudkan kegiatan mitigasi secara keseluruhan dan
terpadu di sepanjang pantai Makassar termasuk pengaruh dan rencana
kegiatan pembangunan sepanjang pantai Makassar, mewujudkan
pemanfaatan ruang secara maksimal dar hasil ruang yang dibutuhkan dari

kegiatan mitigasi (ruang mitigasi) dengan pertimbangan azas manfaat yang
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sebesar-besarnya bagi Kota Makassar serta membatasi secara ketat
kegiatan pemanfaatan ruang terhadap fungsi-fungsi ruang "selektif”.

Pemerintah Kota Makassar dalam perencanaan tata ruang Yyang
termuat dalam Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makasar 2005-2015 pada Pasal
12 Ayat (1) huruf ¢ angka 2 Mendukung pemanfaatan ruang baru dengan
jalan kegiatan reklamasi, rencana sesuai dengan kaidah lingkungan dalam
rangka memanfaatkan hasil sendimentasi yang ada.

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas berarti Pemerintah Kota
Makassar mendukung pemanfaatan ruang baru atau hasil dari reklamasi
pantai dan juga pemnfaatan ruang yang ada di sekitar pantal untuk
dimanfaatkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan wilayah pantai dan pelabuhan pada Kota Makassar
difokuskan pada pesisir pantai utara Kota Makassar sebagaimana terdapat
dalam Paragraf 5 Rencana Pengembangan Kawasan Bangunan Umum pada
Pasal 18 ayat (2) angka 3 mengembangkan wilayah pantai utara di sub-
kawasan pengembangan pelabuhan dengan pola pengembangan mult
fungsi/super biok dengan fasilitasnya yang bertaraf internasional dan pada
ayat (5) angka 2 mengembangkan wilayah pantai utara di sub-kawasan
pengembangan maritim dengan pola pengembangan yang lebih terencana,

terkontrol dan terintegrasi dengan atmosfir ruang rencana kawasan maritim.




Kemudian pada Paragraf 9 arahan kebijakan tata guna air, tata guna

laut, tata guna udara dan tata ruang bawah tanah pasal 45 menentukan :

(1) Arahan kebijakan tata guna laut meliputi: konservasi kawasan-

kawasan hijau lindung, rehabilitasi, mempertahankan kualitas

air laut, dan mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang

lautan.

(2) Arahan pengembangan tata guna laut adalah sebagai berikut:

1%

Konservasi bagi kawasan hijau lindung sesuai
ekosistemnya khususnya di wilayah pesisir pantai Makassar
dan kepulauan Spermonde.

Rehabilitasi untuk pemulihan tatanan ekosistem yang telah
mengalami kerusakan dan atau pencemaran khususnya
wilayah pesisir pantai Makassar dan kepulauan Spermonde.
Mempertahankan kualitas air yang memenuhi baku mutu
untuk pelestarian sumber daya terumbu karang serta
ekosistemnya.

Mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan
secara terpadu untuk berbagai kepentingan dengan
mepertimbangkan daya dukung lingkungannya seperti
perhubungan rekreasi dan olahraga, serta kabel

telekomunikasi bawah laut.
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Berdasarkan pasal di atas bahwa pembangunan yang dilaksanakan
pada wilayah pesisir dimungkinkan untuk dilaksanakan termasuk juga
pemanfaatan perairan pesisir termasuk bangunan atas air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Aksar Datu (staf
Administrasi Pelabuhan) bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan
dalam wilayah kepentingan pelabuhan harus seuai dengan tatanan
kepelabuhanan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2001, adapun proses pemberian izin dalam melaksanakan pendirian
bangunan yang memenfaatkan perairan pesisir sesuai dengan Petunjuk
Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum.

a). Staadblad Tahun 1841 Nomor 482 Peraturan tentang Pendirian
atau Pemilikan Bangunana Air di Perairan Indonesia.

b}. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pelayaran.

¢). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 tentang Pembinaan
Kepelabuhanan.

2. Persyaratan.
a). Administratif.

1). Surat Permohonan.
2). Proposal rencana kegiatan.
3). Akte Perusahaan
4). lzin Usaha.
5). lzin Lokasi dari Pemda
). Bukti Penguasaan Tanah
7). Bukti Persewaaan Perairan dari PT. Pelindo/Kanpel.
8). Rekomendasi dan Kancab Pelindo.
9). Rekomendasi dari Adpel/Kanpel.
10). Rekomendasi dari kakanwil Perhubungan.
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b). Teknis.
1). Hasil Survey dan Design.

2). Peta Situasi Lokasi/Topografi.

3). Peta Laut.

4). Peta situasi pengambilan Material.
5). Daftar Peralatan yang digunakan.
g). Studi Amdal.

Berkaitan dengan rumusan masalah dan fujuan penelitian, maka
berdasrkan hasil wawancara dengan pihak PT. Pelindo [V Cabang Makassar
selaku penyelenggara Daerah Lingkungan kerja Pelabuhan yang kemudian di
konfirmasi dengan pihak Dinas Tata ruang dan Bangunan Kota Makassar,
bahwa mekanisme pemberian izin pemanfaatan perairan pesisir bagi
bangunan semipermanen Balla Irate Hotel Pantai Gapura adalah:

1. Pihak pengelolah dalam hal ini pihak Hotel Pantai Gapura
mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan perairan pesisir
kepada pihak yang memegang hak pengelolaan terhadap wilayah
reklamasi dalam hal ini PT. Pelindo IV Cabang Makassar. Hal ini di
dasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 85 Tahun 1999, tentang Batas-batas Daerah Lingkungan
Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Makassar.

Sesuai dengan hasil Penelitian, maka atas dasar tersebut di atas,
Pihak Hotel Pantai Gapura mengajukan surat permohonan kepada
PT. Pelabuhan indonesia IV Cabang Makassar dengan Nomor
032/GM-HPGM/08/02 Tanggal 07 Oktober 2002 perihal permohonan

tambahan lahan perairan, kemudian keluarlah surat persetujuan atau
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rekomendasi dari PT. Pelindo IV Cabang Makassar dengan Nomor
1/KB.01.010/1/MS-2003 Tanggal 13 Januari 2003 Perihal

pemanfaatan sebagian perairan pelabuhan kepada pihak Hotel

Pantai Gapura

. Kemudian setelah mendapatkan rekomendasi dari PT. Pelindo IV

Cabang Makassar, Pihak Hotel Pantai Gapura mengajukan
permohonan rekomendasi kepada Departemen Pariwisata Pos Dan
Telekomunikasi Kantor Wilayah XIV Sulsera. Maka berdasarkan
surat permohonan tersebut dikeluarkaniah surat rekomendasi

dengan nomor 175/BW.F PTXIVIX/94.

 Pihak Hotel Pantai Gapura mengajukan lagi permohonan kepada

Pemerintah Provinsi untuk memperoleh Rekomendasi Analisis
Dampak Lingkungan dan kemudian keluarlah surat rekomendasi
yang dilekeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan
dengan Nomor 060.1/5336/BLH. yang ditandatangani oleh Wakil
Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi selatan selaku Ketua
Komisi AMDAL Daerah dan di susul dengan surat persetujuan atau
rekomendasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
556.2/6279/Ekon. Dan surat rekomendasi dari Walikota Madya

Daerah TK Il Ujung Pandang MNomor 291/556 2/DTK Tanggal 01

Januari 19895,




4. Dan yang terakhir Pihak Hotel Pantai Gapura mengajukan surat
permohonan rekomendasi kepada Departemen Perhubungan Kamntor
Wilayah XXIll Sulawesi Selatan, dimana berdasarkan surat
permohonan tersebut dikeluarkanlah surat rekomendasi dengan
nomor  UM.5011/10/127/PAB-XXIII-85  oleh  Departemen
Perhubungan Kantor Wilayah XXl Sulawesi Selatan.

_Berdasarkan kelengkapan rekomendasi yang telah diberikan tersebut
menjadi dasar pertimbangan bagi Departemen Perhubungan Direktorat
Jendral Perhubungan Laut dalam mengelurkan izin kepada PT. Hotel Pantai
Gapura untuk membangun Balla Irate. Oleh karena itu pihak Hotel Pantai
Gapura telah membuat perjanjian penggunaan sebagian perairan pelabuhan
dengan Pihak FT. Pelindo IV Cabang Makassar selaku pemegang hak
pengelola dan hak kuasa terhadap daerah lingkungan perairan yang akan
dibangun bangunan semipermanen Balla Irate.

Kaitannya dengan hal di atas, surat perjanjian yang telah terbit adalah
penggunaan sebagian perairan Pelabuhan Makassar yang masuk dalam
Addendum perjanjian antara Pihak Hotel Pantai Gapura yang di wakili oleh
Syaiful Manan selaku General Manager Hotel Pantai Gapura dengan Darwin
Pasaribu selaku General Manager PT. Pelindo IV Cabang Makassar dengan

Nomor Perjanjian 17/KB.305/2/MS-2006 dan Nomar 01/GM-HPGM/O/2005

Tanggal 27 Maret 2006 dan berlaku sampai dengan 31 Januari 2009.
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Berdasarkan wawancara dengan Pihak PT. Pelindo IV Cabang

Makassar, Hotel Pantai Gapura di bangun setelah mendapatkan izin

rekomendasi dari instansi yang berwenang yaitu:

1

Persetujuan dari PT. Pelindo IV Cabang Makassar dengan
Nomor : 14/HK 604/93/MS-94 Tanggal 25 Agustus 1994,
Rekomendasi dari Kanwil Pariwisata Pos dan Telekomunikasi
Noomor : 175/BW.PPT XIV/X/94 Tangal 17 Oktober 1994,
Rekomendasi dari Ketua Komisi AMDAL Dati | Sulawesi Selatan
Nomor ; 660.1/5336/BLH Tangal 17 Oktober 1994,

Persetujuan Prinsip dari Gubernur KDH Tk. | Sulawesi Selatan
Nomor 556.2/6279/Ekon Tangal 03 Desember 1994,
Rekomendasi dari Walikota Madya Daerah Tingkat Il Ujung
Pandang Nomor : 221/556.2/DTK Tanggal 1 Januari 1995.
Rekomendasi dari Departemen Perhubungan Kantor Wilayah
XXl Provinsi Sulawesi Selatan Nomar : UM.5011/10M127PAB-
xXIll-95/ Tanggal 17 Januari 1995 Perihal Rekomendasi
pengembangan Makassar Gate Beach Hotel Ujung Pandang.
Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : B
¥ X\/-280/PE/72 Tangal 1985 tentang pemberian izin kepada PT.
Makasar Gate Beach Hotel untuk membangun fasilitas wisata
bahari berupa Floating Coltage on File di Perairan Ujung

Pandang Kotamadya Ujung Padang Provinsi Sulawesi Selatan,
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Khusus untuk pembangunan perluasan halaman Balla rate Hotel
Pantai Gapura telah mempercleh surat rekomendasi dari PT. Pelindo [V
Cabang Makassar dengan Nomor 1/KB.010/1/MS-2003 Tanggal 13 Januari
2003.

Berdasarkan kelengkapan dokumen yang telah ada maka pihak Hotel
Pantai Gapura telah membuat perjanjian dengan Pihak PT. Pelindo v
Cabang Makassar selaku pemegang hak pengelola dan hak kuasa terhadap
daerah lingkungan perairan yang akan dibangun bangunan semipermanen
Balla Irate.

Kaitannya dengan hal di atas, surat perjanjian yang telah terbit adalah
penggunaan sebagian perairan Pelabuhan Makassar yang masuk dalam
Addendum perjanjian antara Pihak Hotel Pantai Gapura yang di wakili oleh
Syaiful Manan selaku General Manager Hotel Pantai Gapura dengan Darwin
Pasaribu selaku General Manager PT. Pelindo IV Cabang Makassar dengan
Nomor Perjanjian 17/KB.305/2/MS-2006 dan Nomor 01/GM-HPGM/O/2005
Tanggal 27 Maret 2006 dan beriaku sampai dengan 31 Januari 2009,

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak
Hotel Pantai Gapura Makassar telah memperoleh izin dari PT. Pelindo IV
Cabang Makassar untuk membangun Balla lrate yang memanfaatan

sebagian wilayah perairan yang dimilki cleh PT. Pelindo IV Cabang

Makassar.
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B. Status hukum perairan pesisir yang dimanfaatkan untuk bangunan
semipermanen Balla Irate Hotel Pantai Gapura

Dalam suatu proses pemanfaatan suatu lahan baik daratan maupun
perairan, pihak pengelola atau pihak yang memanfaatkan lahan atau lokasi
harus mempunyai pegangan dalam artian harus mempunyai kepastian
hukum.

Hak pengusahaan pesisir memberi wewenang kepada pemegang hak
untuk menggunakan pesisirflaut yang bersangkutan, demikian pula dengan
laut serta ruang yang ada di atasnya, yang hanya sekadar diperiukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan laut itu, dalam
batas-batas menurut UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir
Dan Pulau-Pulau Kecil dan peraturan-peraturan hukum yang lain.

Oleh karena setiap pesisirflaut yang dihaki itu hakikatnya wajib
digunakan dan tidak mungkin penggunaan itu hanya meliputi permukaan
pesisirflautnya saja, maka wajar jika ketentuan pada UU No. 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 16, Ayat (2)
bahwa kewenangan menggunakan pesisirflaut tersebut, juga meliputi kolom
air sampai dengan permukaan dasar laut.

Objek hak pengusahaan atas pesisifflaut jika ditinjau dari sudut
penggunaannya, maka objek tersebut berdimensi tiga, yang pada
kenyataannya merupakan ruang” di atas dan di dasar laut yang

bersangkutan, berukuran panjang, lebar, serta kedalaman.




HP-3, diberikan kepada individu, badan usaha, atau kelompok
masyarakat hukum adat yang telah menunjukkan keberhasilannya dalam
mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil HP-3 merupakan
instrument pemenfaatan sumber daya selain izin usaha. Bagi masyarakat
hukum adat, HP-3 merupakan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir,
dimana hak-hak masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal diakui untuk
menjamin akses mereka terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir. Hak
yang diakui ini dibarengi dengan kewajiban mereka untuk melaksanakan
pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Bagi dunia usaha, HP-
9 memberikan kepastian hukum untuk herusaha dan dapat dijadikan jaminan
bagi perbankan untuk mendapatkan permodalan. Ide HP-3 diinisiasi dari
kegiatan Individual Transferable Quota (ITQ) Perikanan di Kanada, New
Zealand, dan Islandia (Irwandi |dris, 2007 : 198).

Kaitannya dengan pembahasan kedua dalam skripsi ini adalah bahwa
HP3 tidak dapat diberikan dalam pembangunan Balla Irate Hotel Pantai
Gapura karena bedasarkan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecll, Pasal 22 ditentukan bahwa :

"HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka
perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai urnum.”

Selain itu, juga dikarenakan dasar hukum pembangunar Balla lrete
Hotel Pantai Gapura pada waktu diberikan izin untuk membangun adalah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.69 Tahun 2001
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tentang Kepelabuhan, sehingga UU No. 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil tidak dapat dijadikan sebagali
dasar hukum dalam pemberian izin pemanfaatan perairan pesisir oleh Hotel
Pantai Gapura.

Berdasarkan hasil Penelitian, pengelolaan wilayah yang telah
digunakan oleh pihak Hotel Pantai Gapura untuk mendirikan bangunan
semipermanen Balla Irate adalah merupakan wilayah kepentingan pelabuhan
dan merupakan daerah atau wilayah yang dikuasai oleh PT. Pelindo IV
Cabang Makassar. Sehingga PT. Pelindo IV Cabang Makassar membenkan
izin kepada pihak Hotel Pantai Gapura agar dapat mendirikan bangunan
Balla Irate yang memanfaatkan perairan pesisir pelabuhan dengan status
hukumnya adalah penggunaan sebagian perairan pelabuhan. Sehinggga
perjanjian antara pihak Hotel Pantai Gapura dengan pihak PT. Pelindo IV
Cabang Makassar. bukan mengarah pada HP3. Karena adanya salah satu
unsur untuk diberikan HP3 tidak terpenuhi tetapi lebin kepada perjanjian
penggunaan sebagian perairan pelabuhan. Perjanjian tersebut tercatat
dengan Nomor 20/KB.010/1/MS-2003

Pihak Hotel Pantai Gapura dalam pembangunan Balla Irate telah
menyurat ke PT. Pelabuhan indonesia IV Cabang Makassar dengan Nomor
Surat 032/GM-HPGM/08/02 tanggal 07 Oktober 2002 perihal Permmohonan

tambahan lahan perairan berikut dengan gambar denah situasi lokasi yang di

mahon.
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Kemudian Pihak PT. Pelindo IV Cabang Makassar mengeluarkan
persetujuan penggunaan sebagaian wilayah perairan dengan surat Nomor
9/KB.010/4/MS-2002 Tanggal 23 Oktober 2002 Perihal Pemanfaatan
sebagian periaran pelabuhan yang ditanda tangani oleh Kepala cabang PT
Pelindo IV Cabang Makassar.

Setelah mendapatkan rekomendasi pemanfaatan sebagian wilayah
perairan maka pihak Hotel Pantai Gapura mengajukan permohonan untuk
mengurus IMB (lzin Mendirikan Bangunan) kepada PT. Pelindo IV Cabang
Makassar dengan Nomor 035/GM-HPGM/12/02 Tanggal 20 Desember 2002
Perihal Permohonan Rekomendasi pengurusan IMB untuk pemanfaatan
sebagian perairan Pelabuhan. Selanjutnya pihak FT. Pelinde IV Cabang
Makassar mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 1/KB.010/1/MS-2003
Tanggal 13 Januari 2003 perihal Rekomendasi pemanfaatan sebagian
periaran Pelabubhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pihak Hotel Pantai Gapura dan
Pihak PT. Pelindo IV Cabang Makassar melakukan atau mengikatkan diri
dalam suatu perjanjian penggunaan sebagian perairan pelabuhan Makassar

Nomor 20/KB.010/1/MS-2003 dan Nomor 38/GM-HPGM/02/03 Tanggal 20

Februari 2003.
Dalam perjanjian Nomor 20/KB.010/1/MS-2003 dan Nomor 38/GM-

HPGM/02/03 Tanggal 20 Pebruari 2003 antara PT. Pelindo IV Cabang
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Makassar dengan pihak Hotel Pantai Gapura pada Pasal 3 ayat (2)

menentukan bahwa :

“Perairan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini digunakan
oleh PIHAK KEDUA sebagai tempat berdirinya Ballairate Hotel

Pantai Gapura Makassar termasuk fasilitas pendukung milik PIHAK
KEDUA"

Dan pada Pasal 11 menentukan bahwa perjanjian ini dapat berakhir
apabila :

a. Selesainya jangka waktu perjanjian dan tidak ada permohonan
tertulis dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang sepagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) perjanjian ini.

b. Terjadinya force majeure yang mengakibatkan PIHAK KEDUA
tidak lagi menggunakan perairan.

c. Adanya usaha penataan fasilitas pelabuhan dan pengembangan
pelabuhan, yang membutuhkan perairan berdasarkan master
plan Pelabuhan Makassar, dengan mempertimbangkan
kepentingan KEDUA BELAH PIHAK,

d. Adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan
oleh PIHAK KEDUA,

Terkait dengan status hukum pembangunan Balla Irate yang
memanfaatkan perairan pelabuhan maka. Mardianto (Kasi Penetapan pada
Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar) menyatakan bahwa lokasi
pembangunan Balla Irate Hotel Pantai Gapura Makassar merupakan hak
sepenuhnya oleh PT. Pelindo IV Cabang Makassar berdasarkan Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM.85 Tahun 1999 tentang Batas-batas Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Makassar. Sehingga stiap permohonan izin untuk membangun ataupun untuk
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memperluas bangunannya, Hotel Pantai Gapura herus menyurat kepada FT.
Pelindo IV Cabang Makassar

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan Basir (Staf PT. Pelindo IV
Cabang Makassar) mengenal status hukum perairan pesisir yang
dimanfaatkan untuk bangunan semipermanen Balla Irate Hotel Pantai
Gapura, maka diketahui bahwa status hukum perairan pesisir yang
dimanfaatkan pihak Hotel Pantai Gapura dalam pembangunan Balla Irate
adalah merupakan penggunaan sebagian perairan pelabuhan dengan jasa
penggunaan setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.722.500,00 (dua juta tujuh
ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan ketentukan yang
terdapat dalam surat perjanjian Nomor 20/KB.010/1/MS-2003 dan Nomor
38/GM-HPGM/02/03 Tanggal 20 Pebruari 2003, Antara PT. Pelindo IV
Cabang Makassar dengan pihak Hotel Pantai Gapura dan telah dilakukan
perpanjangan dengan Addendum | dengan Nomor 17/KB.305/2/MS-2006 dan
Nomor 01/GM-HPGM/O/2005 Tanggal 27 Maret 2006 yang mana inti
daripada Adendum atau perubahan kontrak tersebut adalah perpanjangan
jangka wakiu berlakunya perjanjian penggunaan sebagian perairan

pelabuhan Makassar antara PT. Pelabuhan Makassar dengan pihak Hotel

Pantai Gapura.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai benkut:

1. Mekanisme pemberian izin pemanfaatan perairan pesisir bagi
bangunan semipermanen Balla Irate Hotel Pantai Gapura Makassar
telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari:

a. PT. Pelinds IV cabang Makassar dengan Nomar 9/KB.010/4/MS-
2002 Tanggal 23 Oktober 2002 Perihal Persetujuan
Pemanfaatan sebagian periaran pelabuhan.

b, PT. Pelinda [V Cabang Makassar dengan MNomor
1/KB.010/1/MS-2003 Tanggal 13 Januari 2003 perihal
Rekomendasi pemanfaatan sebagian perairan Pelabuhan.

c. Pemerintah Provinsi gulawesi Selatan perihal rekomendasi
mengenai Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dengan Nomor
060.1/5336/BLH. yang ditandatangani oleh Wakil Gubeamur
Kepala Daerah Provinsi Sulawesi selatan selaku Ketua Komisi
AMDAL Daerah dan di susul dengan surat rekomendasi dari

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5568.2/8279/Ekon.
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Dan surat rekomendasi dari Walikota Madya Daerah TK |l Ujung
Pandang Nomor 221/556.2/DTK Tanggal 01 Januari 1895.

2. Status hukum perairan pesisir yang diamnfaatkan untuk bangunan
Semipermanen Balla irate Hotel Pantai Gapura Makassar adalah
penggunaan sebagian perairan pelabuhan yang dilakukan PT.
Pelindo IV Cabang Makassar dengan Hotel Pantai Gapura melalui
Addendum | surat perjanjian penggunaan sebagian perairan
pelabuhan Makassar antara PT. Pelindo IV Cabang Makassar

dengan Hotel Pantai Gapura dengan nomor 17/KB.305/2/M5-2006.

B. SARAN

1 Pemerintah atau pihak yang terkait didalam setiap pemberian izin
terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan wilayah pelabuhan lebih teliti
dalam mengkaji setiap dokumen Yyang ada, sehingga upaya
pemanfaatan sebahagian lahan pesisir yang merupakan wilayah
kepentingan pelabuhan dapat meminimalisir dampak-dampak yang
ditimbulkan, khususnya terhadap masyarakat sekitar.

2. Mengingat kawasan di sepanjang garis pantai di sekitar lokasi
penelitian, Penulis berpendapat bahwa kawasan itu memiliki nilai
estetika dan merupakan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, di
sigi lain telah ada beberapa bangunan disekitarmya berdini di atas

tanah hasil reklamasi pantal, maka di sarankan kepada pihak yang
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berwenang atau yang berkompeten untuk membatasi pelaksanaan
reklamasi pantai dan pembangunan bangunan atas air seperti halnya

Ballai Irate Hotel Pantai Gapura di wilayah tersebut.

. Di sarankan agar peruntukan kegiatan pembangunan bangunan yangd

berada di atas air, agar pemanfaatannya tidak terlaiu mengarah pada
tujuan bisnis atau komersialisasi, akan tetapi lebih mengarah pada

pelayanan jasa untuk masyarakat umum.
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HOTEL PRNTRI GRPURK
MRKASSAR

Makassar, 06 Jum 2006

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Di -Makassar

Dengan hormat,

Menunjuk Surat No. 070/1136-1/KKB/TV/2008 tertanggal 25 a_ﬂap:il 2008, perihal
liin Penelitian, maka dengan permohonan maaf kami sampaikean bahwa untuk
sementara kami belum dapat menerima mahasiswinya untuk mengadakan penelitian
di Hotel Pantai Gapura Makassar.

Demikian penyampaian kami dan terima kasih atas pengertiannya.

Human Resources

r

Cc - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar

JI. Pasas [kan Mo, 10 Maknssas 50111 - indanasia Tek, | (0411) 350222 (5 lings) Fax o (D411} J1E303




PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
CABANG MAKASSAR

N
Nomor : 'l'EE‘Prl -ﬂfgl(/ﬂf—‘lﬂaﬁ

1. Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

Nama :  SILVIA SARL P

Momor Stb : B11104 155

Pendidikan . Mahasiswi Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Jurusan :  Iimu Hulkum / 51

Alamat - 1l, Tidung IX Stp I No. 10 Makassar

Benar Mahasiswi tersebut di atas telah melaksanakan penelitian, pada FT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar, selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 9 5.d 11
April 2008, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : “ Status Hukum
Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Bangunan Semipermanen (Studi Kasus Balla
Irate Hotel Pantal Gapura).”

3. Demiklan Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan seperiunya.

Makassar, 19 Agustus 2008

|l Soakarma No. 1 Makassar 90173 Telapon 316596 - S16SH - 316966 - 436623 - 323610
Talox Ti320 PP. IV Mis Fax. {n411) 313513 Kaotak Pos 1070 Mes

s




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 316006
| : MAKASSAR
pﬂ=====i==-===—__=

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ V35 /HK/VI1/ 2008

ang bertanda tangan dibawah ini :

ama : TRISNODE, SH

batan : Kepala Bagian Hukum Kota Makassar Sekertariat

Daerah Kota Makassar.

=ngan ini menerangkan bahwa

uma : SILVIA SARI P.

o/ jurusan : B 111 04155/ILMU HUKUM

stansi/ pekerjaan : MAHASISWA

amat : JL. TIDUNG [X STP.1 No.10 MAKASSAR.

dul : % STATUS HUKUM PEMANFAATAN FERAIRAN FESISIR

UNTUK. BANGUNAN SEMI PERMANEN (STUDI KASUS
BALLA IRATE HOTEL PANTAI GAFURA™

Benar telah mengadakan penelitian dalam bentuk pengambilan data
da bagian hukum Sekretariat Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk
lergunakan sebagaimana mestinya.

“ TRISNODE, SH
Nip : 580 016 676




_ PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Jalan Urip Sumoharjo No, 8 M
-8 Makassar 90144
Telp, +62411 - 435550 Fax, +62411 - 436567

Home Page : Hitp.www Makassar.go.id ) mmu

Email : di

e -

SURAT KETERANGAN
No: 043 fall fyreg [vi f2008

Yang berlanda tangan di bawah ini

MNama : SUKRI HASANUDDIN, SE, MSi
Pekerjaan - Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kota Makassar
MENERANGKAN

Bahwa yang tersebut namanya dibawah ini telah mengadakan penelitian

pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar ;

Mama : SILVIA SARI P

MNo.Pokok/Jurusan  : B 111 04 155/ Hukum

Pekerjaan : Mahasiswa FH — UNHAS Makassar,

Alamat - J1. Tidung IX 8TP [ No. 10 Makassar

Judul -4 STATUS HUKUM PEMANFAATAN PERAIRAN

PESISIR UNTUK BANGUNAN PERMANEN (STUDI
(STUDI KASUS BALLA IRATE HOTEL PANTAL -
GAPURA) ™

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Makassar, Jq, Juni 2008

An. Kepala Dinas
rhrBagian Tata Usaha




ol PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

KAN PELAYANAN ADMINI

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Hnmur?ﬁi‘b‘puﬁ: ZE'I'IRIE;E&?
SSAR

MAKA
Kode Pos 90144

Email:____ @makassar,go.id Home page - hittp.www.makassar.go.id

LT T

SURAT KETTRANGAN

Noi 075 84 FPAPT 2008

e, P, |3 ot alt Fseent ot
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i ek eryaeEn Jiepala Bagiun Tata Usalie Kanior Pelavinan Adminiztrast Perisinan

Eota NMahasear

coabwa yang terzebul dibewah il telah mengadslian Penelitian pada Kantor
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AR SILVIA SARLT

Mo PokokJumigan - BA1LGE 135 Hekom

Pekerinan Mahasizvva FH-UNHAS Kakacza:

¥ lamat - Jb Tidung IX STP.I No. 10 Makassar

E if.-f.-'k'i'l__?-: HUKUM PEMANFAATAIN PERATE AN PESISIR
UNTUR BANGUN Ay SEMIPERMANER (STUDLEASUS.
BALLA IRATE HOTEL PANTAI GAPURA)

urat keleransen ini dibuat untuk diperzunakan sehagapnena meshnya

Makazzar 15 JUNIL 2008

Demikisn sz




BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

KANTOR PERTANAHAN K
0
Jalan A.P. Petts Rani No. Tlp. (0411) HEE'D Nﬁﬁ%ﬁg

: Makassar

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070 -2272 _ 53 0]

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanshan Kota Makassar
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : SILVIA SARI P
Nomor Pokok  : B11104 155/ Hukum
Judul Penelitian : “STATUS HUKUM PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR
UNTUK BANGUNAN SEMIPERMANEN(STUDI KASUS BALLA
IRATE HOTEL PANTAI GAPURA)".
Alamat : JL. Tidung IX STP ! No. 10 Makassar
Telah mengadakan penelitian pada Instansi kami sesuai dengan judul penelitian
untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsinya,
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya

Makassar,02 Juli 2008
KANTOR PERTANAHAN




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

I Andi Pengerang Petaray Bok £ Mo, 1.0 T BS8206 - B4830G - 880663 Fa, BAZASS '
U : ; - Bl Fan, Makassar 80222
Email . ~_ . Homepage : httpiwww. makassar.go.id

|

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ 84 . /Sek.DPRD/VI/2008

¥ang bertanda tangan dibawah inj :

Nama : SYAMSUL SYAMSUDDIN, SE, S.Sos
Jabatan : Kasubag. Tata Usaha

Sekretariat DPRD Kota Makassar

Jengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SILVIA SARI. P

stambukfJurusan  : B 111 04 155 f Hukum

nstansi/Pekerjaan : Mahasiswi Fak. Hukum UNHAS

Ylamat : JI. Tidung IX STP 1 No. 10 Makassar

fudul . "Status Hukum Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk
Bangunan Semipermanen {Siudli Kasus Balla Irate Hotel Pantai:

Gapura).”

‘slah melakukan Penelitian pada kantor Sekretariat DPRD Kota Makassar sejak
anggal 23 April s.d. 23 Juni 2008.

,‘-Eém'tkianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juni 2008

h—

A BAGIAN UMUM
DPRD KOTA MAKASSAR

ngka'l::
N I P :5800195098
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KRONOLOGIS KEBERADAAN BANGUNAN
MAKASSAR GATE BEACH HOTEL (HOTEL PANTAI GAPURA)

DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA FELABUHAN MAKASSAR

.

MAKASSAR, JULI 2004




GATE BEACH HOTEL (HOTEL PA

KRONOLOGI KEBERADAAN BANGUNAN MAKASSAR

NTAI GAPURA) DI DALAM DAERAH
LINGKUNGAN KERJA FELABUHAN I&AK_P.SSFLR

Dasar penguasaan ta.n.ah dan perairan Pelabuhan Makassar

a)

b)

d)

e)

Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Makassar semula meliputi :
mulat dari Mercusuar di Kecamatan Mariso diSebelah Selatan sampai Sungai

ﬁglug di sebelah Utara seluas 174 Ha, sesuai Staatsblad Momor + 173 Tahun
1 .

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1953 tentans Penguassan Tanah
Megara,

Peratuiran Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan

Konversi Hak Penguasaan Atas tanah Nezara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang
Kebijakan Selanjutnya.

surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menten Perhubungan
Nomor : 191 Tahun 1969 tanggal 27 Desember 1969
MNomeor @ SK.853/0/1969 tenanz Penvediaan dan Penggunaan Tanah Untuk

Keperluan Pelabuban.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 85 Tahun 1999 tentang Batas-
Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan Makassar.

Dasar ikatan perjanjian dengan Hotel Pantai Gapura, dilakukan berdasarkan
perjanjian sebagai berikut :

1)

2)

Kontrak perfajian Nomor : [4/KB.OL0/102/MS-93 tanggal @ Agustus 1993,
yang menjadi objek perjanjizn adalah tanah seluas 3.230 M2 dan perairan 8.8635

M2

Kontrak pefjanjian Nomer : 5/KB.01/3/MS-94 tanggal 4 Januari 15%4, yang
menjadi objek persewaan adaiah tanah seluas 478 M2

3) Kontrak perjanjian Nomor : 20/KB.010/1/MS-2003

Nomor : 38/GM-HPGM/02/03 tanggal 20 Pembruari 2003,
vang menjadi objek persewsan adalah perairan Pelabuhan Makassar, seluas 330

M2,

£
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c.

Masalah pembangunan hots]

1)

Z)

Pcmbﬂngunﬂ.n Hotel Pantaj GE]}UI& Tﬂhﬂp [ dan F[ﬂﬂ.ﬁﬂg Cottage On File

Sebelum  dilakukan Pembangunan Hote] Pantai Gapura  tersebut, pihak

pengelola Hotel Pantaj Gapura telah me =rsebu :
Yang bErWr,nang, yakni - mperoleh rekomendasi dari Instansi

a) Persetujuan dad PT (Persera) Pelabuhan | '
ndonesia [V Makassar Nomor :
14/HE 604/93/MS-94 tanggal 25 Apustus 1994,

b) Rekomendasi dari Kanwil Pariwisata Pos dan Telekomunikasi N
Qmar
175/ BW PPT XTIV X/ o4 tanggal 3 Oktober 1654,

c) Rekomendasi dari Kema Komisi AMDAL Dati I Sulawesi Selatan Nomaor :
EuS'!].I] /3336/BLH tanggal 17 Oktober 1994,

d) Persetujuan Prinsip dari Gubemur KDH Tk [ Sulawesi Selatan Nomor :
>36.2/6279/Ekon tanggal 03 Desember 1994,

e) Rekomendasi dari Walikotamadya Daerah Tk il Ujungpadang Nomor :
221/556.2/DTK tanggal 01 Januari 1995,

f) Rekomendasi dari Departemen Perhubungan Kantor Wilayah XTI
Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : UM.5011/10/1 27/P A B-3C(II1-95 tanggal
17 Januari 1995 perihal Rekomendari pengembangan Makassar Gate Beach
Hotel Ujungpandang,.

g) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : B XXV -
280/PP.72 tanggal 15 Pebruari 1995 tentang Pemberian Jjin Kepada PT.
Makassar Gate Beach Hotel Untuk Membangun Fasilitas Wisata bahari
Berupa Floating Cottage On File Di Perairan Ujung Pandang Kotamadya
Ujungpadang Propinsi Sulawesi Selatan.

Perluasan halaman ballairatte Hotel pantai Gapura, telah memperoleh
rekomendasi dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I'V: Cabang Makassar
Nomor : 1/EB.O10/1/MS-2003 tanggal 13 Jaouari 2003 peribal Rekomendasi

pemanfaatan sebagian perairan pelabuhan.




D. ~_Tc1j35¥ Pemberian Rekomendasi, vakni :
1) Aspek Kepelabuhanan ;

a) Sfﬁﬁﬁi'l'-'lﬂs_ter Plan Pelabuhan Makassar hahwa pengempangan Peiabunan -
Makassar tidak diarahkan ke bagian selatan, namun diarahkan kebagian
utara sampai disekitar PT. K.

b) Lokasi fasilitas wisata bahari berupa floating cottage on file tersebut terletak.
- .- —diperairan pantai Ujungpandang didalam DLKR Pelabuhan Makassar, = " _
c) Kondisi pantai disekitar loKasi fasilitas tersebut agak landai dengan dasar
laut berupa pasir dan batukarang, - -
d) PT. Hotel pantai Gapura telah menyelesaiakan kontrak perjanjian dengan
persewaan tanzh dan perairan dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV
cabang Makassar.

e) Aktifitas dilokasi fasilitas floating cottage on file tersebut tidak menganggu
operasional Pelabuhan Makassar,

2) Aspek Keselamatan pelayaran :

a) Fasilitas floating cottage on file tersebut terletak kurang lebih 800 meter dari
ujung dermaga container pangkalan Hatta, kurang lebih .1’5 KM dari alur
pelaran antar pulay lae-lae dan paulau Gusung, kurang lebih 2 KM dan alur
pelavaran pintu masuk pelabuhan umum Makassar,

by Kedalam perairan disekitar fasilitas wisata bahari berupa floating cotiage on
file tersebut kurang lebih 2 meter LWS. g

ili 1 idak mengangau alur
Keheradaan fasilitas floating cottage tersebut 1 :
o p; a;'rarm bagi kapal-kapal yang keluar masuk dari dan ke Pelabuhan Umum

Makassar.
3) Aspek Konstruksi :

i i lpating

il :ang  diban berupa bengunan di atas aw {F
Fﬂftlilm-:fbﬂzi?wi nmtgﬂmﬂh adapt dan perahu n‘adlsmn:al Sulawes) sti?ta.n
cdzn i:[ ukuran (106,60 X 64,30 M2), konsrtuksi beton dl%ms'pnm.hﬂ tiang
uania.ng menjorok ke laut kurang lebih 63 Meter dari garis pantai seria ke

daleman perairan disekitar jokasi kurang lebih 2,5 M LWS, sehingza tidak

| mengganggy aliran arus laut.

e R

=




4) Aspek Lingkungan ;

a) Telah dibma:n 'Analis.t Dampak Lingkungan (ANDAL) dan sudah mendapat
rekomendasi dari Komisi

Analisa Mengenai dampak Lingkungan Propinsi
Sulawesi selatan.

b) FT. Hotel Pantai Gapura Makassar telah menyiapkan fasilitas pembuangan

dan penampungan limbah cair maupun padat yang berassal dari fasilitas
floating cottage didarat.




Y u-':-ru
.u"'.,L:’%%a PT. (PERSEAD) PELABUNAN INDONESIA IV
! |:$_-.—,;;;-_~:-;u- CABANG MAKASSAR

Gl 3 f4/,§fﬁ"é’g4'/93/{%_ﬂf Ujuag pendang, 25 AUG 1994 |

salifknsl

mplran i
: Rekomendasl porsstuiunn ; |
aihal pengembangen taha % - KB pam e
Hotol Hekoogay uafe v
Beach [ WGDH ). Yth, Ppimpinan yekassar Cate

Beaech Hotcel [ MGDH -
a1

Ujung Pondong.

1. Menunjul surat Seudere nomer 355 MGEH/VIII UP. tanggal 23 Apgustus 1994
permohonan perssiujusa tertulis mongenni pengeabangon fohep T ekessac

Coate Besch Hotel [ HOBH ), pedo prineipnye kemi setujui.

2% TDemikian kemi saompallen untuk digunselan sabagaimane mesZtinye. =i

mbhusen -

Minietrator pelabuhan Makesser.

A Soskwna Mo, 1 Uung Pandang 89173
Tasepon 315908-116%00-11 60603 | 8423-323810
Tohk 71320 PRIV UP.

© Fax (3411) 310044
Komk Pes 1070 UF,




DEPARTEMEN" PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKSI
KANTOR WILAYAH XIV SULSELRA .

Il. A7 Pangerang Pettarani MNo. Telp, 443225° | TOM =

Ujune Pand - 443118 . TLX - :
S an? S 413227 . FAX. : 443226

Nemor Ujung Pandang, % Oktaber 1994
Klasifikasi : R : . '
Lampican

Ferihal

[?E_EEW.EPT XIV/Xrag

Permﬂh?nan Hgknmﬁndasi ' ‘EE P A ﬁ n": 5
fengemnangan Tahap- I’ S
; :auussar . Gate Beach YTH. DIREESL. MAKASSAR GATE:
otel (HGBH) - . BEACH HOTEL (MGBH)

e ———— DI -

CUJUHG - PANDANG Ao

o e et e

Li Bezsama ini dengan hormat dizampaikan bahwa sesuai
surab Saudara HNo. 384 7 MGBH £ UFR f X Ff 54 tanggal
29 Oktober 19394 perihal seperti tersebut diates,
getalah ditelaah dengan seksama, pada -prinsipnrya
komi merekomendir r:n:nnnqﬁ&udﬂrn unktulk mereanlisirc
pengembangan Tahap I Hakassar Gate Beach Hotel
{(MGHH] .

-

2. Rekomendasi ini diEerikaq dangan pertimbangan
sgbagel berikut : ' ]

9. |. Hotel ini telah memenuhi persyaraten untuk
perlussan bangunannya -baik dari segi AHDAL
maupun dari kepentingan Perum Pelabuban karena
sebagian lokasinya diperairan partal Ujgng
Pandang:

2.9. Kebutuhan kamar Hotel berkualitas di qung'
Fandansg gudah sangat mendesalk mangingat
Bandara Hasanuddin akan: segera melayani - Gate

o Way International. )
Perluasan ;. bengunan hotel ini telah mendapat

g
persetujuan dari BEPH Pusal.

Rekumen&asi AT diberikan, atas
capkan terima kasih.

3. Demikian :
perhatiannya diu

i o o e e Al L it BT B5
.
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GUEEHNUH KEPALA DAERAH TINGKAT ]

SULAWYES| SELATAN

(|
KOMIEI AMALISIS MEMGENA
! I DAMPAK LINGEU ]
5 DAERAI “TINGKAT I 5”LﬂWEEI-EE£ﬁ¥LN:pRDFIHsI
REKOMENDAS I - ;
Nomaor: 660.1/5336/BLH

Tentang: :

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL) PENGEMPANGAN MARASSAR GATE

BEACH HOTEL KECAMATAN UJURG PANDANG KOTAMADYA UJusG PANDANG .
Setalah mempe olonil e e St £ I

R T . . AT K pethatikan saran serta hasil

pe:;lnlan Tlm.TEFﬂlthﬂMLSL annlisis Mengenai Dampak Lingkungan

{AMDAL) "Daerah -Tingkat [ Sulawesi Selatan terhadap Studi ANDAL

qengemhnngﬂq Makasear Gate Beach . Hotel Kecamatan 'Ujung Pandang

totamaflys Ujung Pandang, ¥anz telah dipresentasikan.pada tanggal

'] Septenber 1994, yang diajukan oleh = °~ :
] Femraka{ﬁn . PT. MAKASSAR GATE BEACH HOTEL:
Alamat Kantor @ Jln.Pasar 1kan HMNo.l Ujung Pandang

¥

TIp. 217045 dan 317041,
Loknsl Kegiatan: Reconmnlan Ujuns PFandang Ko tamadya Dran L q
11 Ujung Pandang.
Jenis Kegiatan | Rencand Pengembangan Hotel o0 kamar
dan rekressi. . il ]
komisi anralisis Mengenal Dampak Lingkungan Propinsi Dati I
sulawesi Selatan berkesimpulan bahwa,~kegiatan sebapaimana dalam
ANDAL terscbut cdapal disetujui untuk dilaksanakan (eEngan

studi

Eptenluan sshagai berilui:

1. Mengindahkan caran-saran/petunjuk Tim Texnis/Komisi AMDAL
Propinsi Dati 1 Sul-5el tentang peEnanganan lingkungan

keziatan hotel herdasarkan petunjuk dalan Dokumen. ANDAL.

Dokuwnen ANDAL rersebut diatas paling | ambat dadam jangka .waktu

gmpat bulan perlu 5¢5e[ﬂ-dl]ungknpi dencan kKewajiban menyusuil

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Femantauan

Lingkungan [REL]. Tl

1. Laparan pcnan3ananfpzngela[aan lipgkungan Secara berynla
{ﬂatur.wulaﬂl perlu disampatkan kepada komisi AMDAL Propinsi

Pati I Eul-Et:].u"jﬂstHn_si terkait.

13

Demikian Rekomendasi 1ni dibuat untuk dipergunakan sebagai-
mana mestinya ﬁEﬂEﬂﬂ'm5ngi“d“hk“” segala ketantuan rang ?crka;taq
depzan Undanz-Undang Na. 4 Tahumn 1982 .tentang Keteptuan-Ketenluan
Purgk Pun"ufﬁlunn Lingkungat ,“iﬂ”“ dan PP No. 3 Tahun 1993
tentany AMDAL . !

5

o-kijung Pandang . 17 Oktober 1334

S5 R £, GUBERNUR KEPALA DAERAII
= .%Eﬁ:ﬁktr]{i&:?un KOMISI AMDAL DAERAH,

e R AN ALLRB, S5i.

TEMBLUSAN: fepada Tt? SRl
i: fﬁ:uhernl:ti hﬂ%aihgsml iipvah culefeirn di UYjung 'F‘:I':.|'|_ﬂﬂ_r|_5_

= }:H'!::nHWL -nE].; |1-r:|-imi:;:L:|| prap. Duti T sy l=8el i UViuny Pandang -
12 5fp?!n nluﬂ}u kuu k.11 WEjung o g i L juars andung: 2 .

A ﬁ"'lk"‘ﬁm:b;n pT. (Derseral Pelabuhan [ndopesia TV L.B S e
2‘ E?E:iTu;nUtnM§ pT I1ECOH (Ronswllan Lingkungan}.Jln, Sunu G. 9B

Ujung pandans.
LA bt A

e —trr R = il




| GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
. SULAWESI SELATAN

Ujung Pandang, 3 Desember 1984

Kmp-ad a

Yth. Direk=si Hakassar Gate Beach
Hotel (HGEH)

-

= i
Homor . 556.2/6279/Ekon '
Perihz]l : Permochonan Pengembangan UJUNG PANDANG
Tehap I Hakassar Gate = = =e=m==e--———-

Beach Hotel (HMGEBH)

Henunjuk gurat Saudars Ha,. 383/ HOBH/UR M T4
tanggal 28 Oktober 1834 perihal tersabut diatas, serkz

bardas=sarkan

1. Rekamendasi darci Deap. Pariwisakbtas Fas dan
Telekomnunilkasi He.173/BH.PPT XIV/%/84 tenggal

3 Oktober 1954,

dukungan dari Waliketamadya KDH TR.IT
Pariwisata)

Surac
Uijung Pand=ng (Dinas
Ha.Q?f&ﬁE}DIPIIHKE& tanggal B September 1333,

Endi

9 Rakomendasi dari HKomizi Analisis mengenail

pampak Lingkungan Fropinsi Dati I Sulawesi
| Hg_EEﬂ.LISEEEfBLH tentang Analisis

celatan _
pampak  LingWungan ‘{ANDAL), pengembangan
: Halassar Gate Baach Hotel Kec.Ujuns Pandang
ﬁ'_ Eodya UJung FPandang.
.il -
4, Suratb persetujuan  dari 5 75 {Persera)
: Pelabuhan Indonesia - IV, Cabang Hakassar

No. 14/HE,604/93/H5-94 tangsa

Berdasarkan

i p tahap 1 Hakassar

Gate Beach Hotel CHGEH
pengenbansa :

1 23 Agustus 1884,

h:l—hai tersebut, maka - permochanan

SR




pada prinsipnya kami =zetujui dengan Lketentuan dalam
pelaksanzannya memperhatikan ANDAL dan = tidak .

» bertentangan dengan peraturan dan ketentoan Pax-
Undang-Undangan yang berlaka. : L

.1---"-'”-_.: i ] e b or . ]
emlikian  pearsstujuan” ini diberikan untuk

can sabaZaimana mogktinya. -

Eapola Fanwil De;arpﬂstel ¥ilayah SulSelra

4i Ujung Pandang
1 prop. Dati I Sul.S5el

rF

Fepela Dinas Fariuwisata

— di Ujung Pandang

3. ¥alikotamadya epH TE.II Ujung anEEEE“
Jdi Ujung Pondand _
1. Repala Eahang*FT_{En:EGrﬂ} Folabuhan 1ndan¢51a#IT
Ujung Pandang di Ujung Pandang
L. & pro= XD " :._
A | By o A e 3 -'\é%:




S

1. Rekomendesi Xcmisi 2ndal
+

4. Rekomendazsl Gubaraur

WALIH DTAMJ&.D‘M E'-':EFIE LA DAERAH TINGH'ﬁ.T Il
UJUNG PANDANG '

.RE'E{D.HEHEHE T
Nomor : 1 ffjg,;,;llrm

TE NI AN @
PERUNTUKAN FLAHAN/LOKASI PE.HGPHEELHG.P.H 'T'.EH.H.P PERTAMA
PEMBANGUNAN MAEASSSAR GATE BEACH HOTEL { MEEH )
TANG TERLETAX DI JALAW PASAR IKAN UJUNG PANDANG

o L oELANAjuE s=urat Divgkipes Hakazzar Ga : < :
302 MG ﬂ.:,aLlE'.fl"..-"E-: tangsal 20 Oktoher lEtéI?l.,Eapa;rhih]:.?.t=ée,ﬂﬂ;;"]:iia;
'[':-:,..;::_“ da=i Pange_;mhe.::.sa_:'. .:'&:‘.-;p “artamp- Hakassar Gate Bepach Hotel
e yang terletak di Jelan Pamaf Ikan Ujung Fandang, dangan
memrerhotilkan »
—_—

e I Tk.I Sulawesi Selatan MNomor :
050 _.1/5336/BLE tanggal 10l i £ F
‘et perjanjian hax =zwa atas tanah pelebuban Momor @ 5/7HB. 010/H5-
tanggal 04 Januari 1894, antara Hepela Cabang PT.{Persera)
slbuhan Indonézia IV Eabam Halkassar dengan D:.:;-g]-:tur Utama

]“mia.:t.sar Gate Beach n':|~.¢l

|.-

Ed
b1
L]

Ha b

bl E Mo Iy

Cil

¥epala Cabang DPT,Persero Pelahuhan Indonesia IV Cabang
1478 B04 /53 /M5=94 tangeel 25 Apgustu=s 1994,
g=aebtujuan pengembangan Makassar Gate Beach

Eu::t
Malkassar Momor
serihal Hekomendasi

Eatel.
¥0H Tk.I Sulaweesl Eelatan. Homar -
555 . ""..-’I':‘."-"i"E'..-""Ta:un tanggal 3 Dezembar 15934, -

Malrs Lengan InaE Ha'I:L}-:-;-f;amacEsa RDH: Tki-EL Ujung Pandang pada
menyetujui Peruntuken -lehan/lokasi pengembangan tahap

prin=isnya dapat
E‘._:E_L: “;:.:,.1_:; ngunan Makassar Gate Bezeh Hotel wang t-ur-f.l;-u.k di Jalan

Fazar Ikan Ujung Pandang dengan }:e_tentua.n

&

Eplyuh Empat HKoma E.mpat Puluh) Heter ke

i 4 Enai
2. Hakzimpum 54,40 (Enan e e e e el S e

Tauk, Alfhituens pplad
huat {(talalh 4i 1¢}"1EJ:J-:I-$‘1'

b= : Languran Cottage, tetap mengikuti petunjulk
2 f;ﬂﬂ;ﬂ’_}dﬁzwﬂiwa Pegrhubungan Propinsi Sulawesi Selatan,
;T. If.Fl:rEl.-e:;‘-u] Pelabuhan Indanesia IV Cabang Hakassar dan
';'ﬁ't‘.nrttuar.—]mt.entuar lainnya =esuail pevatura.n. Perundang—undangan
1.-'a.~:|g ‘::u-.r_-rlaku- T, i ‘ . :
& 1 an meaupun olah gerak Kapal yang
Eob . E-—.ggy. alur ;Hl.‘- ayain
& .a-:"ﬁr.a: ;I;Ea:s%_g{ pelabullan dan bidak mncamr:. PoCairan.

Analiza Dampal Lingeungan L- Andal ) dan disyahkan oleh

& - iy
. Membuas 531.11;;:1 i .

Tim Am’.atl Tk I Sulawes:i

. 3
: ERR [
Y. oy il i
;




REXOMENDAST
Homer :20fss5.2 [Drk

TENTAHNG

PERUNTUEAN LAHAN/LOKASI PENGEMBAHGAR

TAHMAP PERTAMA PEMBANGUNMAN HMAKASSAR -
GATE BEACH HOTEL (MGBH) YANG TERLETAK
DI JALAN PASAR IKAM UJUNG PANDANG. .

. CGambar site plan (perletakan) banpunan harus mendapatken
pengesahan Walikoteamacya KR TkiII Ujung Pandang.

i

1

. Rekomendasi inl sifestaya Advis Planning, tidak merupakan i=zin
Hendirikan Bengunen' ( IMB ), dan bukan bukti pemilikan teneh.

5. Tidak diperkenanken mslakukan kegiaztan pembangunan dllapsngss
sabhelum memiliki frzin Hendirikan Bangunan { IHB ) deri Pemda
Tingkat II EKotamadye Uiung Pandang. .

k. Rekomendasi ini diberikan untuk Jjangka waktu & (anaml Eulgn
tarhitung =ejak tengsal dikslusrkannye. cen hilcmana_daltm_wak:u
tergebut tidak ade realisesi. maxa rekomendasi ini batel dengan
sendirinys.

remikian rekomengasi (=i dibsrikan uptuk dipsrgunakan sepsrlunya.

o

Uiung Pandang. -‘lﬂ e J995

fTADTA ‘BEPALA DAERAH

P

-

Tembusan Kepada ¥th

. D4 Th i Eelatan
: i Guoernur RDH Th.!_Eulawas; .
Ezgﬂ; EFHE Tk.II Eotamadys Uiung FPandang

4 a
3. Ketus BAFPEDA Tk .II Eutamagh’gl-;gigiﬂ szi::::E - 1
| 4. Eepaln- Kanwil E:;Eﬁ;“:%f?&ﬁ;m \—Pelapunan Indonesia IV ii.Pandans
= ngala Kantn§ D argﬂ;tgz Wil.Sulselra di Jiung Pancang

&. Kepala Fanwl PaE?wiEﬂtﬂ Tk.il Rotamadya Ujung Pandang

E- Eﬂmia Eﬂ:: Tata Rota Eotamadya UJung P;—;:;:ﬁg

' ;‘ HBE:l: Bagian Perkotaan eqamﬂq?a “g:ﬂﬁang
| 18 ot 1a Bagian HUKUH Rotamays Uﬂuzﬁg A .
- Ilf"Eﬁﬁit Ujung Pandang Kotamadya UJ

12_ Pertinggal.

R




DEPARTEMEN PERH
UBUNGAN |
KANTOR wmmw:{xm PROPINS| SULAWES| SELATAN

L, Senunjuk Saret Saudara
04 Janua=-i LS8
walngser Cate Beach Hotel

a. FPersetujusn
Seiatan Ko.

hctua

h. Rekomendasl. dari

Soluakban Na.

(o Rekumendasi dari

Selntan d&n Tenggara Nomat

g3 oktober 1934

4. Persetujuan doli BT.

Mahkassar Yo, LAJHE.E

Pl L
G b I'f_-‘rl'l-l_"II.d- cj aEll

Pandang 9.

F. Borita aeara  pe

1 ag Deseubel IS8

" banggd

Fomol

Pr:ﬂilp doir i
530G EJE“r?EELun tangsal 03’ Desember 1994

G60.1/5336/BLH,

Kanwil XIY

walil
221/556-2/0Th banggal 10 Japuari 18935 -

pipJauan
-|

PT. HAKASSAR GATE BEACH HOTEL
uJIux

NDAN

131/ MGEH fUP/X/34 tanggal

a3, perikal Permohonan Rzkemendasi Pengembangen

[40GEH) dan memperhatikan pula

Gubermnur hUH TE. I Sulawesi

—
-

hnmlE. AMDAL Dati I 5ulawesi
tangzal L7 Oktober 1994

DEF. PARPOSTEL Sulawesi
. 175/BW.PPT.XIV/K/3d tanggal

1Pu13cra} pelabuhan Indonesia 1
g0 f93/H5-84 tanzgal 25 Aguskus 14994

stanndra Daerah Tk TI Uiung

Lspéniuu dari ADPEL Hakassar

P s Telp. J15445
Gl LA 15126 , FACS : 313892
) ilﬁlﬁ TLY, = Ti4M ¥
- - =
- 1‘“ 5 2T : 3 | : : :
KomaT LJ-nDil!le{;r{?ﬂﬂ~hxlrl_55 Ujung Pandang, 17 Januari iEEE
Lamplran | |
borilal Relkomendasi Pengembapzan KEPADA
Maltasszar Gate Beach Hatel . E
Ufung PABIAE . YTH.DIREKSI |

SR



i e
Fami  dapat g : : 2N
. memberikan T i
‘Hal persetujuan untuk Pengembangan

assar Cat :
. e Beach Hotel di Ujung Pandang dengan ketentuan

dalam po
| P laksaﬁaann?a memenuhi peraturan dan ketentuan Per-
Undang-Undangan yang beplaky,

ra

3. Demiks . 2 :
mikian persetujuan  ini diberikan untuk digunakan

sebageimana mestinya, 3

KEPALA EKANTOR WILAYAH XXTII

B
R DIATI SAXTO
1. Yih. Bapak Sekretaris Jenderal ] -

hepartemen Perhubungan di Jakarta
| 2. YLh. Bapuk Tnspekiue Jomleral
Departemen Perhubungan di Jelierta
3. ¥th. Bapalk Direktur Jenderal
Perhubungan Laut di Jekarta .
1. Yth, Bapak Gubernur KDH Tk. 1 Propinsi Sulsel . 5
di Ujung Pandang
5. Yih. Walikotamadya Daersh Th.
di Ujung Pandang
S . Yth. HKakanwil XIV Parpostel Sulselra
-y di Ujung Pandang
7. Yth., Adpel Makassar di Ujung Pandang _ p
2. Yth. Direksi PT (Persercl Pelabuhan Indenesia It
di Ujung Pandang

-

II Ujung Pandang

| | =

5




PERIAN
FAGILITAS WISATA BAHARI BERUPA FLOATING COTTACE O PHLE DI -

hbars

_DIREKTORAT JENDE

L. MERDEKA TIMUR 5
JAKARTA 10118

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
RAL PERHUBUNGAN LAUT

) TFL.' Eﬂﬂllrﬁilluml

59545, 359945 59
T8i5e0g y 438947

TLX: 46782, 46784, 4371
ASE2T. OUPL A

WEPOTUSAN DIREEvon |

HINMDIRAL, Py \UTEURGEAN LAUT

woMoR : P @ -Z80 / P E’sﬁg,

IJIN KEPADA PT. MAKASSRR ¢

PERATRAN

ol

2.

s,

1' -
RE

. Indang-—Undare

&

AT MIACH WOTEL UNTHR MEHBANGITH
'”‘;ﬁ;P?{]L:““Hf’}Qi""i“?}iﬂf.‘”‘3 EANDANTG,

VTUR JENTERAL FERHUTUNG AN LAUT

bﬂﬂﬁh SGﬁUbﬂﬂEan dengng sural Divohtur Utama  FPT.
Hakassar TGats Beach Hoteol  le 81t/MGBH/UB/I 95

Loangesl 28 Jlunuari 1995 Lombong  parmohoban 1zin
membangun floating coftode o pile di Uiueg

Brclong

hah$aldulam ranghe weoun jong pongombangan  Eawasan
pariwisata fLerutans wisata bebari didasesb  Ujung
PFandang  dan untuk peninglioban pelevensn  terhadap

uraho  TT.  MHuboscar Gate  Besel  fSotel  dibidang
pariwisetsn, Jdipueclubin sdases Fasilitoe bangunsn
air  yang borvupa Floaking astiznss oo pile rsbipga
helemibapin  bongunan fleiel 8F Poewsiean Pantad
Tiung TFandang Hobamadys iy Fandzng, FPropinsi
madlawani Dolatae

Tosalawsn pendasaThan rolkomendnsg]  LARAHETL i Bl
DEPHIB FPropinsi' Sulawasi Solelen Ho OW. 5811710
127 /PAR-XXIII-95 tanggal iV Joounri 1995 -dan
Direksi PT {FEESERD) Felanbubhen Indoncsia i
Ho, 5/PR. 20173 /RT--05 Langeal 17 Jomeara 15995 serta
curat ADFEL Mabessar - Mol AL @331 0 /82703 p] , His-95
tanggal 26 Jaopusri 1995, - rencona rembangunan
fasilitas floaking cobbagie on pile tersebut  dapat
dizetaajul doen tolab mcmenibi tolinis porsyvaratan ;

babwa schubungan dengan hal-hol tersebut diates

dan AR Tangia Tersih  sdwinistrasi
fope]abubanan, dipandang ¢¢r%u diberikan 1iin
kopsda PI. Molowsar, Bei@ Honch FHCRal SV
cepbangun  facilitas floating sotiangs on  pile

dimaksud ;
Nomor 71 tatun 1992 bembang
{(Lembaran Negara Tatun 18993 Hoo 94,

AT - 1
Pelayaran Megara Mo, 34932% 5

+ambalian Lembaran
S POTESUTEL L e
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sebagnl  fueiliten .

dari ba.ni:}nit];m;;* shrann ponundnng dan. helengkopan
relayveanan terhwﬂ_ﬂtal Buna veningkatan terbadep mubu
Makassar Gate ﬂiﬁﬂhtﬁmu Y ang h'-‘-l‘ii'-if}.iuﬂa‘l 2 Hotel
artult wel svnn; = atal, serta tidak  dibenarkan
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1;.-ur::u.r:,--hﬂrann e i tam dan Sacbow bonghar miat

‘tersebut, DElnjin llﬂrkﬁ'.rjtirlgan usaha  hotesl
E::r;u fri: Elul': gﬁ_ lﬁ_ E A o .-: Iam  tielalbsan akan rembangurnan
diwajibkan - he  cotbege o pile tersebut

&, :r_hf_.-Eﬁ-anLJ_ P eska run perundang-undangan A
lfl,,.lrfanﬁ.,ki"—p':lﬂt‘”h&“ﬂﬂa lalulintas anghutan laut,
st lamalan pelovaran dan kelestarisn linghungan -

. memperk .l?q_'t. tian ke ?':‘ﬁtirlgﬂﬂ"ii&?&ntini ar aEThE
mematuhil PeERturan-peraturan dari instansi

cemerinialh  lainnva vang berkaitan dengan birang -
tugacnyv

i

. bt:.-r“'l:-am{[-,'u ng Jawab  sepenubinvo terhadap dampals
lingkungan yang timbul sehbagai  akibat pembangunan
Tazilitas flactiog cottage on pile tersebut ;

d. menvelesailian PRETAAWANN POTALiTan seausi belentoasas
vang heérloba di Pelabebian Umam Mallorennr

s melaporkan secara teratur hesil kemajuan phigik
pembangunan tersebut kepads DIRJIEH HUBLA L. KADIT
PELFEHG

Pongawazon pelaksanasn pembangunan Tasi 1 itas * floating
cottage oI pile tersebut pada diktum PERTAMA
dilak=zanalionn oleh Adwinistrator Felsbuban Makassar.

Direktur Jeoderal Purhubuengan Laut melakulan pembinaan
Lepelobuhannn, badk . M gens i penbangunan,
pendayagunann maupun pengembangannya,

ji unan fasilitas floating cottage on pile
ég;:ébEEMbggiat dicabut dan dinvatakan- tidalk berlaku
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Dencan hormat, ; )
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Untuk meningkstken qualitas standard pelayanan vang dihzrapkan oleh parz WwisEiawan, seria
mendukung program pemerintah dalam nnma]u’kan DEMWISILE hahari Lhusuenya oleh r2gs &ir di
Malazesr dan Sulawasi calatan pada umumnye, maka kami bermaksud wnivk memosriuas fahan
salah saw f2siiras kami yeru Ber Balen=ie,

Untuk makoud tersebu & arze, dangen ini kami menvempaikan permehonan untuk ciberhannya
wzmbehen lehas denezn parincizn sebagai berikur (Gembar satasi 1zrlemoar):
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o Labar 21 hieear

Bangunan tersebut segi empat dan ssluruh Lkonsrnuksinva farouat  gen nahan keiy, s.ﬂa::-una
eewabre wakie ,,;-.nz: dibongkar Lembali bila dipesiukan, dan fasifitas ini henyva ﬂlﬂunﬂ-‘-ﬂ aonuk
para wmmu hois! Penambzhen izhan tersebut juge udzk melsbihi dan Beracz mesin jeuh

dibelakang dari dermage SziPolAir ¢an tidek mengLangsl zlur pelayaren.
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’%ﬁ( PT. (FERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV

q,-(,‘_:,- CADANG MAKASSAR
SURAT _FPERJANIIAN HaAK sEw

______ | IA_ATAS TANAH

NOHBR T 4’, HBNAH, PELABUHAN

#.0/0 Foa Jra-93

: bertanda tangan dibawah ini

DRS. JUSUF BADARUDDIN T e e

Buhan Indonesia IV Makassar ber-
dagarkan Surat Kepukusan Direksl
Momor SK._96/KP.303/0T-92 tanggal 18
Juni 1992, dalam kedudukannya tar-—
sabut salaku kuasa dan demikian
bartindak unkuk dan aktas nAmE&
PT .(Parsero) Pelabuhan Indonasia IV
sesual surat Me.l0 JKB . O1LO07125°.DU =
93 tangpal 02 Agqustus 1993 selanjut
nya disebut PIMAK PERTAMA,-

DET KURNIA WIDJAYA : Direktur Utama PT ﬁgﬁ%ﬁém&
Makassar Gate Beach Hotel berdasar-—
kan akbte pendirian Mo.140 tanggal
6  Mopembayr 1991 HMotaris Ors. H.
saldus Sjahar SH. dalam kedudu-
kannya tersebubt bartindak untuk dan
atags nama Perusahaan, selanjubtnya
dizsebut - PIHAK KEDUA .

la kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mﬂngjh?thﬂ“ diri
ﬂn suatu Par janjian Sewa menyeua sebidang tanah dan pevaiTan terle-
B4l jalan Pasar Ikan Ujung Pandang (Pelabunan Makassar sesual gambar
B.ncir) dengan syarat-syarat dan keteptuanzikstentuon ASLAGALAEES

Lir dalam pasal-pasal sebagal berikut

: Pasal {

| MaK?SU Cr

Hl

'IriHmﬂ: FERTAMA dan FIHHK_KEiUﬁ sEP

Bngka waktu perjanjian hak sBWa ah ¢
bagalmana tersebut dalam cyrat Perjanjian

akat untuk mengadakan parubahan
tanah dan peralran Jangka nandekgﬁi

£ e b

J, Soskarno Mo, 1 Uiy Pendarg B0173 °
Telpon 31 6508-318955-31 GEA8-3 18423323010
Toknx Tidzn PPV UP,

Fax, [@411) 319044

Kotk Foa 1870 UP,
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.. B /KB.010/ 72/M5 - 91 Tan

o e iotos 7ame - a1 Tomeeas 2 pevset Ao
o - 11/KB . BIGFF2INS TS S Tanagail 2] anemh&r e
hio - 21 /KB .010/ 72/M5 - 92 Tangsal 21 Nobe h&r 19?}
No - 23/KB.010/ 20/MS = 93 Tanggal og P&b?mﬂiz i::g

-Hanjadi satu surakt perjanilan PR

pengan diterbitkannya 'surat parjanjian janaka panjang ini  maka

.surat—s§giiﬁppe;JanJian tersebut ayat 1, menjadi batals gugur dan
PIHﬁE .1ﬁ an PIHAK KEDUA akan mematiuhl =semua kakentuan dalam
per janjian inl .

pIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA matuju
untuk memnyewa darl PIHAK PERTAMA:seblrsng banak densaniluas £ B.290
2 vang terletak diJalan Pasar Ikan Ujung Pandang dalam daerah ker-
Qo alabina Makassar dan perairan cengan luas + &.865 M2 seperti
dijelaskan dalam Peta lampiran Surakt Perjanjian ini.

Pasal 2
LAk TU PELAKSAMAAN

Hak sewa atas tanah dan peralran tersebut pasal 1 berlaku selama 20
fidua puluh) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1993 sampal
dengan 31 Juli 2013 dan dapat diperpanjang Llagi atas persatujuan
BT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar sepanjand
Hetentuan menyangkut hak dan kewajiban penyewa dipenuhi =sasuai

Far janjian.

“ETmﬂhﬂnan perpanjangan hak =ssWa atas tanah dan perairan tarsabut
f?at 1 prioritas pertama akan diberikan kepada PIHAK KEDUA dan
iIHﬁH KEDUA mengajukan sgcara tertulis kapacla PT I Perserol
5elabuhan Indonesia IV Cabang Makassar menurit kebentaan dan tata

Sara vyang berlaku.

abuhan terssbut ayat 1 barakhir.
Hak KEDUA diwajibkan mengesongkan ranah tera&hut‘ dari =s=agala
suatu yang telah didirikan akau ditempatkan diatasnys dan
nyerahkan kemballi sepertl keadesan semula kepada PIHAK PERTAMA 3
Liga) bulan setelah berakhirnya masa halk =sewa aLas tanah

A-I'Z*E'-llf:‘lﬂh hak =sewa atas tanah FPeal

5 Luk ayat 3 FIHAK KEDUA cdilarana
e i asangan tarse !
[ ma  perionn SRS apapaun kecuali pelaksanaan

Ant jatan—-kegiatan
) mE:ng:alakuzangugzigbn lokasi dari pangunan-bangunan ASSeLs milik
3 ATAN Pan

e

Sl HAK KEDUA .



1H§ﬂbilﬂ i 34 (tiga) bulap tearhlitun
perakhirnya MAasa hak  sewa Ldnal tersebut ¢
_hﬂiumftiﬂak menyarahkan kambali VT R

comula kepada PIHAK PERTAMA , maka PIHAK PERTAMA berhok maertiken
ipahwa EB?alH apd yang berads didbns tanoly Fak zewWa  Learsabut
penjadi mlllk.Hggara atau mensntukan pelaksannan pengusongen atas
ganah dan peralran tersebut seperti keadaan senula dan semus bieye
biaya yang diperlukan menjadi bBeban pPIHak KEDUA .

sejak  tanggal
avabk 1, PIHAK KEDUA

Pasal 3
UAaMG PEMASUKAMN HAK SEWA ATAS TaMaH

Usng pemasukan hak sewa atas tanah dan perairan atas perjanjian inl
ditetapkan sejumlah Rp.14 .866.000 pertahun (Empat belas juta dela-
pan ratus enam puluh enam ribu ruplah) dengan rineian

Luas tanah + ACRPFACM20 Bpo o000
Luas Peralran + &.865 MZ x Rp. 250

Rp. 13.160.000
Rp. 1.706.000

PBE dan PPN ditanggung Pihak Kedua.

Uang pemasukan sebagaimana tersebut dalam surat-surat par janjian
terdahulu wvang telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA dapat diperhitung-
kan dengan uang pemasukan dalam surat per janjian ink.

Fanridahidan peralranatersebit fidaland

Srahanandanidibayaiisllipas. isalanbat =
S Eﬁ?}“%mhft%ﬁﬁ%ﬁ“ﬁaﬁﬁ&w
g P s e s e nad hip aNbE=§

Pasal 4
HAK - HAK DAM KEWAJIBAN

hak sewa tersebutb pasal 1 khusus ;f

: iran
bﬂﬁﬂgunahan tanalidapiEo® Rencana perluasans Pembangunan

?EMPEt berusaha sesuai dengan
Bﬂhaﬁaar Gate HBeach Hotal -

i pefairan untuk mendirikan bangunang
"'ﬂﬁ'&ﬁf}#ﬂl’lﬁﬁtﬂj'ﬁm"'tErt"'"']'j'E dari F‘_IHAH‘?

=
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Ferlﬂagan pembianaunan Makassa

T Gakas ;
'ﬂahulu dilakukan malalyg AMDAL | il Wk ke e
selambab-lambatnya dalam Wakby 2 (Duwa ) taiyus =
iy 8 Surakb  Parjanjian 1 lsichios b LA

Lni PIrek KEDLIA

g L Emreaii stiddah Warus  moamulal

dalam ayal L pasal ini.

apabila sebagaimana tersebut pads Bl ir g
gipenuhi oleh PIHAK KEDUA maka
dil .talkan dan diberlakukan persews

Rasal ini ridak dapat
MersSemaan iangka

an Jjangka pandel.

praniana  ind

Jengan blava seandiri menaadakan =alur
Eersebul sebagaimana telah
SERTAMA

an-air pads tanah hak TR
ditetapkans disstuiui aleh  PIHAK

fengadakan pemagaran dan penerangan pada Lanah lak saua

Earzalbut
spsual dengan pelunjuk tertulis dari FLIHAE PERTAMA

FaEnanst inaRasnbilgal s sunber AN RS ret v o Hea AR i aR! el
Hl E-ﬁ 51,‘_ :F'-'FIF “_,‘,‘-_. E_T-,HI'%J."._!'{I"E'I'IHQE l'r] s LU'J,_E HEI}"}R-WP-& Lij pamhua nga |‘!| J?'J'l r:]!_'rg !1 kcl_-, ]:rgj:'r'aw
#ﬂgp{ FErsel l::u-Juan .ta,r-tu,i,glﬂ dar Ekf,IH&:-: EPEF.E 'J;'ILHFE

ielaksanakan dengan tertib dan bertangauny jawabh semua patuniok—
ietunjuk yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dalam hubunoannya
lbngan pelaksanaan tertib lalu lintas

iiHnH KEDUA tidak diperkenankan / dilarang untuk menverahkan,
ﬁnyuruh memakal, menggadaikan / mempertanaqunokan, dan atau
Fm;ndah tangankan hak sewa atas ktanah dan =segala bangunan dan
Bin-lain yvang ada didalamnya cengan UL S RAEMOTL S DRA parsetjlan

ertulis dari PIHAK PERTAMA.

;HHKHHFDUA tldnkndlperkanﬁﬁkaﬂ 7dilavanglintuk met“hﬂhhtmﬁﬁémhah?

i it

: paruTatas - ‘mamua S i
urﬂhgi can. atau mamhﬂﬂﬂun e Pt 1 ig
; Wla Lﬁihﬁﬁaai adardlﬂﬂﬂﬂ :qnah BT pﬂraffancha uﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬂfﬁﬁhu

AT ST RO TS dar i bTFIAKT PERTARA §

pa=al 5
pEMEATALRM N

tuan=ketantuan yang rEevlaly ditntnukgh d
t  densan sekalblika
pPTHAK PERTAMA dapat o
aln  pasal-pasal terdahulu, .
batalkan perjanjian ini secara zepihak (Pasal lﬁﬂﬁhdan 1267 t H
data ) ntrd ﬁf diper lakukan. dengan  menginuat iancka CELARY
: icla .

batalan a3 (Liga) bulan apabila

9an tidak menguranal keten
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. Ak KEDUA talah m
5_3' f I . . E‘-'!.--.'-..ITI"?QBI‘ HEtEnt”an"hELPTI

5| nasal 4 sural perjanjian ing : 2iluan tarsebult claLaun

: =) g -
j pIHaK RERED lalai 7 terlambat membayar uang pemasykan Hak
: FMNATIIK a

R AT o]
an dan Ealalh pula
aan yang lLayak. '

it tanah berturut-turye selama 3 (tiga) |
diber Ikan teguran-teguran ¢ perjing = ]

L]

Untuk kepentingan umum £ Pamerintali Cq. PINAK PERTAMA sehibu-
gan dengan rencana pengelolaan tanah Palabuhban dalam rnnﬂhn
pengembangan Pelabuhan, '

jkibat dari pada  pembatalan sepihak tarsebut avat 1. PTHAK KEDUA
tidak dapalt marmtult gankti rugi dalam bentulk apapun :

Fa=al &
BEA DAMN MATERAT

materai sebesar Rp. 1.000,~ atas per janjian inl menjadi kewajiban
K KEDUA dan harus sudah dibayarkan sebelum penanda banganan surat
lanjlan ini.

Pazsl 7
PERSELISIHAM / PERBEDMAM REMDAPAT

ila ter jadi perselisihan / perbedaan pendapat mengenail palakssanaan
Urat perjanjian ini pada dasarnya Aakan digelasaikan berdazarkan
ara musyawarah diantara kedua belah pihak.

ayat 1. 3@ Lum Juga diperaleh
tarsebub akan diselasaikan nelaeluij

Lka dengan cara tersebut
Bnyelesaian, maka penyelesalan
Bluran hukum yang berlaku.

raszal 8
TEMPAT KEDUDUKAN

snrak par.janjian ini memilih

| i
A belah pi tarhadap pelaksanaan, !
: i, St =saly ¢l Kanbtor PFani Lern

ﬁt keducdukan hiukum yYand Estap dan
#dilan Negeri Ujung pandandg.

pasal #
LAIN — LAIN

dalam sural perjaniian ini  dan

- m diatur 3
pala sesuatu Y Ang b lu abkan cliatnr cla Lam ST akt

trandang perlu  olsh e (A [zl ath pihak.
- janjian tambahan { Addendumn i

£imbul cehubungan densan pe ] Aksanaan murn;ﬁi
L - ‘)

:I ‘.Jﬂ_ h - I.|: aung
: aranh ban PIHAK KERUA.

Janjian ini menjadi be




Pasal 1o
curakt

Nkl

PETJE"T';JIan ini dibuat dalam ravgkap 2 (cual cdiatas

[l S ;s _ _ .

i cukup ca ma kuatnya masing-mesing unkuk PIMAK PERTAMA  dan
pIHA

materai
§ KEDUR, BRYSE dapat diperbanyalk sesuai kebutihan

Seurat PeT janiian

ini
rapggal ©

ditanda tangani : -
= i il Ljuna Pa J
g Aguslus 1993, 3 ndana  pacn

KEOUIN
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per tanda +angan dibawah ini

pes. JUSUF BADARUDDIN Kepala Cabang PT.{ PERSERO } Pela-
buhan Indeonesid IV Cabang Makassar
berdasarkan Surat Keputusan Direksl
PERLIM Pelabuhan ¥ MNomor :
SKE.96/KP.303/DT-%2 itangegal |8 Jun!
1892 berkedudukan di Jalan Sukarno
Me.! Ujung Pandang dalam hal ini
bertindak untulk den atas nAama
PT. {PERSERQ) Pelabuhan lndonesia
Y Cabang. Makassar untuk seian-

jutnyz disebut PIHAK PERTAMA, -

DET MURMIA WIDJAYA - Birektur uwtama PT. Makzssar Gale
Beach Hotel Berdasarkan akte pendi-
rian Mo. 10’ Tanggal 76 MNopember
1991 Motaris Drs.H.5zidus Sjahar,SH

T - e i smem e T daTamvkeduﬂukinnya—1ermebu1<bert}n—
dak untuk dan atas nama perusahaan.

selanjutnya disebut p1HAK KEDUA. -

| kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan ding
¥ suatu Perjanjian Sewa menyewd sﬁhidang tanah Tilik PT.{Persera)
@han lndanesia IV vang rerletak di Jln. Pasar LFan Ufu?ﬁ Pandang
in syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam

%-pasal sebagal berikut

pasal |

M A K s uD ; _
HAK yEDUA dan PIHAK KEDUA setuu

sebidang sanah dengan luas 478 MZ
g Pandang dalam daerah lkeria
.dalam Feila fampiran Sura’l

| PERTAMA menyewakan kepads Pl
B neiyewa dari PIFAKX BERTAMS

Beristal di  7i. Pasac Iy R
han ™ Makgssar  seperti dijelaskan

Mhjian ini.

1L Soskamo He, 1 Ujung Pandang 80173 Tyee
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- ' Pasgl 2
FAKTU PELAKSANAAN

Hak seva 3135.1anah TefﬁebUT Pasai | beriaku selama 20 (Dus
§ hun) terhitung mulai ianggal ©1 Januari posg

4, Desember 2014 dan dapat diperpanjang lagi
f« (PERSERO! Pelabuhan Indonesia [V
H;tEnTUﬂﬁ menvangkul

pulub?
sampai dengan
2tas persetuiuan
“abang Makassar sepanjanc

hak dan kewsjiban penvewa dipenuhi sesuai

Per janjian:

sgrmohonan perpanjangan hak sewa atas

_ tanah tersebuyt avatr !
yriorites pertama akan diberikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

jengaiukan secara tertulis kepada PT. [PERSERCQ) Pelabuhkan Indonesis
% cabang Makaszzar menurut betentuan dan %3%te care wvanz herlakuy

wcudah hak cewa atas tanah Pelabuhan terzebut avat | herakhic.
\HAK KEDUA diwajlbkan mengosongkan ianah terssbui dari

tegEla
scuyaty vang telah didirlkan =%au ditempetkan dizvasnya daT
|ényerahkan kembali seperzi keadaan semuls kepads BIHAK DERTAMA =
figal hularn setelsh berakhirnya Mmasa hnak sewa ATES zenzh

4
proebut.

T ¥ oyepuls. dilarsnsg

glama periode pengosocngan tersebut avat 3 PIHAL L-Du“.l LJ rang

X e ' _I' E.-.-.-

S+uk melakukan ¥kegistan-kegiatan apapaun kecuall g
L s . »

i i an=h snan assess miib__ o
Eﬂbﬂﬁ“?&FEP—PEPEGSﬂFEEﬂmlGHELLwﬂa$L-hﬂngur n=nD&0g -
L g B ' o H :

FHAK KEDUA .

. . T o i -:Enﬂ_'al
baitila daiam, waktn 20 sioa)RECEREREEREE R EEJiTHqH- caous
!r‘khirnv; masa hak sews tanah tersebut avat 1, bW e
ET & b :

: ‘+j keadaan
8 um s tdak menverahkan embali +anzh TEfsehut zeperti

~aya herhak meneniukan

: = ala PIHAK PERTA A

=mur5 HE' ada .DIH-.I"-K FI:F-I-.T-"!'I-II"LJ" ¥ m : = ST ey 8 ] - fa
b 2 | - vang berada diaias tanah hak = e
L S tukan. pelaksansan pengossngan  fotn

@njadi milik Negara sisi L daan semula dan Semus Bigyva=bisVe
= - +i keadzan 5
ineh air tersebut seperl

] E EDUA.
tng diperlukan menjadi beban PIHAK K

i

i Basgi 2

UANG pERASUKAN HAK SERA 5TAS TANAH
L v

3 § = r . | = - L
pijan Ini diteid;
hak sewa 218% tengit 2is o PTFJE ;nmhi=an - L
i & - T = 1T a o 1255 PR =
?em?suh;n e Dtr.jahuﬂ_t_gath :
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fane pemasukan hak Sewa atas tanah tersebut 4

mhafaf secara tahunan dan dibayar |y SERCRES U ek
diba’ , : nas selambat=-lambatnya ada
h.:ndlﬂ-r" P?r‘;_aﬂ:a EEtLaF Tahun tﬂ-k'ﬂ'lﬁ di H-Eﬂtﬁlr DT . {FERSERG} F:Jahzhan
ingonesia 1} Cabang Makassar atau dengan pembavaran sekaligus

Pasal &

HAK - HAK DAN KEWAJIBAN

jenggunakan tanah hak sewa tersebut pasal | khusus untuk perluasan
I pembangunan Makassar Cate Beach Hotel.

i.lambati-lambatn¥a dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
anggal berlakunya Surat Perajanjian ini FIHAK KEDUA sudah harus
wmulai kegiatan-keglatannya sebagaimana tersebut cdalam ayat |
szl ini. :

Muap KEDUA dilarang untuk mendirikan bangunan-bangunan Aapapun
ehelum rencana-rencana dimaksud <-mendaps: persetujuan  ieriulis

&ri PTHAK PERTAMA

zin bangunan diajukan ocan dilaksanakan sesusi dengan keientuan

L e berlaku kepada. PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya | (satu/ BUISR

#rhltung sejak tanggal Lerlakunva surat perjanjian ini.

#ngan biaya sendiri mengadakan saluran air ‘pada tanah hak sewa
ersebut sebagaimana telah ditetapkan/ disetujul oleh PIHAK PERTAMA

ads 1gnahb hak sgwa iersehut

¢ngadakan pemagaran dan penerangan P _
FIHAR PERTAMA

Esuzi dengan petunjuk rertulis dari

tanah hak sewa, meny impan gir

ila i i mber dari :
j 2canE mengamii it . gan limbah kotoran

ﬁ]ﬂﬂ dan =atau menggalil lubans tempat P;EE:EH
Bnpa persetujuan tertulis dari plHAK PERT:

. ; jawab semu® petuniuk-
=tibp dan hertanggune _ S
é""'“-':i'u|||'l'- VATIE dikeLuarkan oleh FlHEAK FER.TM:'LP. dalam hubunganh?

: : 5
ngan pelaksanaan sertib lalu linta

- g ankan.
ot APPSR S W, e i —== T ; ‘ilarans I..]l'1'|;'|..|.k menY er LIS
HaX K=Dua : s harkenankan ¢ a ! 2

=L tidak dipe = ungkan dan Atal
EBNvuruh memakai, menggﬂ.dﬂil‘:ﬂn |’r mEmpzz;lani'::Eﬂia : hangunan dan

i : . tana 5

mlndah 1ang ~an hal-: S Eewa atas Lanpa pﬂrﬁ!'{'ﬁ!]uan
in-lain vzn;a:;' didalamnya dengan zapa apABME &

“tuiis dari PIHAK PERTAMA.

§ . =




LIA tidak diperkenankan -
Hll.'E: KED ] -I'lI dllaj‘ann
| i dan atau membangun baru a & Untuk merubah, menambah,

) ['I.El 1
ﬂﬂﬁUTal : . B5 Semua bangunan-k
-tH1UL15 dari PIHAK PERTAMA. ut tanpa izin

Pasal] 5

PEMBATALARN

Yengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan vang telah ditetapka
s 2m pasalhpasal terdahulu, P[HAH_PERTAMA dapat dengan sekeiikz
jembatalkan perjanjlan inl secara sepihak (Pasal 1266 dan [267 KUH
serdate), . tidak diperlakukan, dengan mengingat jangka wakiu
iembatalan 3 (tiga) bulan apablila

. PIHAK KEDUA telah melanggar ketentuan-keientuan tersebut dalam
pasal & surat perjanjian Inl

., DPIHAK KEDUA lalai / terlambat membayar uang pemazukan hak sewa

“atas tanah tersebut berturut=turut selama 3 [tiga) bulan dan

telah puls diberikan teguran-1eguran ! peringatan vang lavak.

i Untuk kepentingan umum i remerintah Cgq. BPIHAK FERTAMA
"-FEhubungaﬁ-—dengan--rencanaupfngaiaLaannlanah_m“ngahuhan dalam
rangka pengembangan belabuhan.

Kibat dari puds pembatalan sepihak tersebut ayatl |, PIHAK KEDLUA
ldak dapat menuntut ganti rugi dalam bentpk apapun.

Paszgl 6

REA DAN MATERAI
menjadi
nda tanganan surat

i ; 2 s cewsjiban PIHAK KEDUA dan
ma . : oR
! Terai atas perjanjilan 1Ml pt;rian.j_lan X

§ sudah dibayarkan sebelum pens




Fagal 7

PERSELISIHAN / PERBEDAAN PENDAPAT

rerjad! E?FEE%l?lhan / perbedaan pendapat mengenai
. na
Janllﬁ“_lnl pada dasarnya akan diselesaik i pelaksanaan
ah dianzara kedua Belan Bk ikan berdasarkan

].i:'ﬂ't PEI"

i a musya®ar
cara ter:
sebut avat 1, belum juga diperaoleh

mako F"E!I""El i FE t

m yani ber laku.

ke
gny e
giuran huku

pasal &

TEMPAT KEDUDURAN

2 belah pihak terhadap pelaksanaan: surat perjanjian Eni memilih
41 Lkedudukan hukum vyang tetap .dan <ah 41 Xaptor: Panlieis
gdilan negeri Yjuna Bandans .
pazal ?
LAIN - LAIN
inl dan

legala sesuatu vang belum diatur dalam surat perjanjlan
{ipandang perlu oleh kedua helah pihak. akan diatur dalam sural
&Tﬂaniian tambahaﬂ-[-hdd&ndum—}.--—u—_--u-—~—-_ - S AN

~imbul eghubungan dengan pelaksanaan surat

jemua blaya-blava vang
han PIHAK KEDUA-

Ser janjian ini menjadi De

pasal [a
pENU TenE _ .
furat PET]aniian-Lni dibuat dalam rangkap 2 | dual glatas MAatELSS
untuk pIHAK PERTAMA dan

asual kebutuhan-

A
¥ang cukup dan sama kuat
panvak

%lHAK KEDUA serta dapat dipef
di ‘Hjuns Pandang pada

+angani

%urat perjamjian ini ditanda

3 ﬁ“i.' '1.-1'|:"'-?"." lE.;
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g hertanda tanda tangan dibavab ini

pre. JHESUF BADARUDDIN * Repala Cabang = i
=T B
i Pelubnhan Indonesia IV . FEEEE
Makassar herdasarkan surat
Feputusan Direksi Perum
Palahuhan IV Na. Sk.G6/8P.303/
DT-52 tanggal 18 Juni 1282
herkedudukan i jslan Seekarnn
Mo. 1 tjung Pandeng dalam hal
ini hertindek untuk dap azas
nams PT.(Parsern) EBeiahuhan
Indonesisa ¥ Gahang
Makassar uniuk selacsutnva
disehut PIHAL PERTAMA.

2. 0EI RURKIA wIldsi- . pipsktur Usama PEBT. Hagassar
Gate Beach Hotel herfasarkan
Akte pendirian- No. 140 tanggal
26 Hopember i991 Novaris
Ire. H. Saidus Sianar SH dalam
. keduduikann¥a . . zerzehuy
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SURAT PERJANJIIAN

PEN GGUNAAN SEBAGIAN PERAIRAN PELABUHAN MAKASSAR

ANTARA
PT (Persero) PELABUHAN IND:::MSIA IV CABANG MAKASSAR
DENGAN
PT. HOTEL PANTAI GAPURA MAKASSAR

NOMOR . D0/KB.010/1/MS-2003
NOMOR . 38/ GM-HPGM/02/03
TANGGAL . 70 PEBRUARI 2003

3
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| .01 PEBRUARI 20 03
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| aGaL 31 JANUARI 2006
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SURAT PERJANJIAN
PELABUHAN
pT (Persero) PELABUE S e
» ersero) PLE IAN INDONESIA TV CAB
ANG
| il MAKASSAR
PT. HOTEL PANTAI GAPURA MAKASSAR

Nomor © 20/KB.818/1/M5-2803
H‘:‘nll.',lf! ﬂj‘fﬂ.-_mwwua

oo haci ini, Kamis, tanggal dua puluh, bulan Pebruar tahin e ribu tiga (20-02-2003) di
| fakassar, kami masing-masing : 1

i fnsiny CE HAJI WASIS SUBIVANTO, General Manager PT (Persero) Pelabuhan
| Indonesia TV Cabang Makassar, berkedudukan di Makassar Jalan Soekarno Nomor |
selaku Kuasa Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT {Pe;rg,:mi.
Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar, berdasarkan Keputusan Direksi PT (Persero)
Pelabuhan Indonesia IV Momor QK. 183/KP.303/DT-2000 tanggal 11 Juli 2000, dengan
demikian berwenang menandatangani perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

SYAIFUL MANAN, General Manager PT. Hotel Pantai Gapura Makassar, berkedudukan di
Makassar, Jalan Pasar Tkan Nomor 10, dalam hal ini hertindak untuk dan atas nama it -
Hotel Pantai Gapura Makassar, herdasarkan Surat Ruasa Maomor : 05/DIR-HPGM/IL5
tanggal 02 Pebruari 2003, dengan demikian berwenang menandatangani perjanjian ini,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

n setuju mengikatkan diri dalam perjanjian Penggunasn
Kera (DLER) Perairan atas nama PIHAK PERTAMA
W 85 Tahun 1995 tentang Ratas-Batas Daerah
gan Pelabuhan Makassar, yang terletak di
rah Lingkungan Kerja Pelabuhan Makassar,

L

KEDUA BELAH PIHAK scpakat da
sebagian perairan dalam Daerah Lingkungan
Sesuai Keputusan Menteri perhubungan RI Nomor
Lingkungan Kerja dan Dacrah Lingkungan Kepentin
:I-;:'E"Iaka-“g PT. Hotel Pantai Gapura Makassar dalam Dae
Yang diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini.

; DASAR PERJ ANJIAN
| = PASAL 1
1 Peraturan Pemerintah Nomor &0 Tahun 2001 tentang K epelabuhanan.

Keputusan Menteri perhubungan RI MNomaot EM S:j Tahun 1999 Lenr:it:&aiaatfs-ﬂam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah ingkungan Kepentingan Pelabuhan :

. yang tertuang dalam ,ﬁtkta Momor T
di buat dihadapan [MAS FATIMAH, Sagand Huzkur,

i d Akta Nomor 157 tanggal 23 Apri] I:?E'E
A RACHMAT gANTOSO, Safjend

Anpgaran Dasar PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV

tanggal 1 Desember 1992 yang

Notans di Jakarta, sebagaimand tel ‘
tentang Perubahan ANEEATD Dasar Perseroan, dihadapan

Hukum, Notaris di Jakarta. {
/ yLL




\Maksud perjanjian in
'PERTAMA, dengan tujuan untuk menin

= ireksi PT (Perse -

eputusan Dire sero) Pelabuhan Indonesia 1V

Tentang Tarif JLEiSEI Pemanfaatan Tanah / Perairan dan Ptrs:r:.u:;]f %KD g Tahun 1995
(s Yong di Usahkan oleh PT (Persero) Plabuban Indonesi e b
kall diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuha [}I?m" '.n‘.‘-_la.h beberapa
«p 55 Tahun 2000. nlicopesiale ionioe

Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Momor KD 09 Tahun 1995 tenta
ng

penetapan Tarif Jasa Pelayanan Lain-Lain di Pelabuhan U :
(Persero) pelabuhan Indonesia [V. n Umum Yang Diusahakan Oleh PT

gurat Perjanjian Persewaan Tanah dan Perairan antara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV
Cabang Makassar dengan Makassar Gate Beach Hotel Nomor. 14/KB.010/102/MS-93
tanggal 09 Agustus 1993. :

gurat PT. Hotel Pantai Gapura Makassar Nomor : 032/GM-HPGM/09/02 tanggal 07
Oktober 2002 perihal Permohonan tambahan lahan perairan.

gurat General Manager F1 (Persero) Pelabuhan Indonesia 1V Cabang Makassar Nomar
o/KB.010/4/M5-2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Pemanfaatan sebagian perairan

pelabuhan,

Surat PT. Hotel Pantai Gapura Makassar Nomor ° (35/GM-HPGM/12/02 tanggal 20
Desember 2002 perihal Permohonan rekomendasi pengurusan IMB untuk pemanfaatan

sebahagian perairan pelabuhan.

an Indonesia IV Cabang Makassar Nomor

aural General Manager PT (Persero) Pelabub
2003 perihal Rekomendasi pemanfaatan

|/KB.010/1/MS-2003 tanggal 13 Januari
sebahagian perairan pelabuhan.

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 12

perairan milik PIHAK

i adalah dalam rangka meningkatkan okupansi
RELAH PIHAK yang

gkatkan kinerja usaha KEDUA

“saling menguntungkan.

RUANG LINGKUP
PASAL 3

Untuk kepentingan pIHAK KEDUA, plHAK PERTAMA me:‘nb-mllmn kes::u:ﬂﬂti;mu
penggunaan Pﬂ{ﬂjmn PIHAK ?E-RTF‘L]"-'IFL kﬂpadar PIHAK KEDUA, dlfgﬁhﬁh 2
i KEDUA diwajibkan membayar Jas8 perairan kepada RIS S
besaran dan cara PEmhﬂ}farannfr'a sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan £es8 prad

1Thi.

Perairan sebagaimana dim .
sebapai tempal berdirinya bangunan Bar Ballairatte Hotel Pantai Gapurd hakassar

fasilitas pendukungnya milik PIHAK KEDUA. z } L



JANGKA WAKTU
PASAL 4

wakiu berlakunya perjanjian ini adalah selama 3 (4 3

: Jial'hel ga) tahun, terhi i
pulan Pebruar ta?hun dua ribu tiga (01-02-2003) sampai dengan tanggal tiglinﬁul?l:ﬂ:a:[m;g?ﬂ
L tahun dua ribu enam (31-01-2006), dan dapat diperpanjang atas kesepakatan I{HEI;JUa:

LUAS DAN LETAK PERAIRAN
PASAL 5

Luas pcra':rran PIHAK PERTP:M& yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA adalah seluas
15 M x 1'I£. M atau 330 _ME (tiga ratus tiga puluh) meter persegi  yang terletak di dalam
Daerah Lingkungan Ketja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia [V Cabang Makassar, dengan

hatas-batas sebagai berikut :

[t}

L Sebelah Utara . Bangunan Bar Ballairatte Hotel Pantai Gapura Makassar
Sebelah Timur . Perairan pelabuhan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia [V Cabang
makassar
' Sebelah selatan - Perairan pelabuhan PT {Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang
makassar
| Sebelah Barat . Perairan pelabuhan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I'V Cabang
' makassar

§ Sesuai gambar situasi perairan sehagaimana yang ditanidatangani KEDUA RELAH PIHAK
' dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

{7) Kondisi dan. keadaan perairan yang dipergunalkan olen PIHAK KEDUA:, sebagaimana
i dimaksud dalam  perjanjian  ini, telan dketahui dan disepakati oleh KEDUA BELAH
| PIHAK, dimana pada saat penandatanganst perjanjian inl, perairan tersebut tidak sedang
' digunakan untuk kepentingan aperasional Pelabuhan Makassar.

BESARAN JASA PENGGUNAAN PERAIRAN

| PASAL 6

(1)  Besaran jasa penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Eﬁl‘jﬂﬂjiﬁn
ini. ditetapkan sebesar Rp2.722.500,00 (dua juta tujuh ratus c_lun puluh dua ribu lima rJ.iL_ti:lSl
: rupiah} per tahun, termasuk PPn 10 a4 dan biaya administrasi pt:mhu;tan Surat Perjar

dengan rincian sebagal berikut

1 (satu) tahun sehesar |

a. Jasa penggunaan rajran selama
el = Rp2.475.000,00

'! 330 M2 x Rp7.500,00
= Rp?_‘*?.Sﬂﬂ,ﬂu |

b. PPn 10 % x Rp2.475.000.00-
Rp!.?l'ﬂ.ﬁﬂﬂ,ﬂﬂ {dua juta tujub

c. Total (at+h) = R.pl-'ﬁi-l[]l:ll},{iﬂ + :ELPEJT.SDD,EIH =
ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). {\
{ Ly
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=

elain jasa ]}EHEEUI'}E’E" perairan yang harus dibayar o kepada

PERTPLM.&Istbagamlna_na dirmaksud dalam ayat ET;P;Z;F;L[-EM;HFEU& 'HME

Lambﬁha“ biaya a_dn-unnslmm pembuatan Sural Perjanjian 39,1;;-531- RFSDEEDUA Ehkenﬁkan

riby rupiah), sehingga (otal jasa penggunaan perairan yang harus ﬁ:guu:m Rk

KEDUA kepada PIHAK. PERTAMA sebagaimana mr;wEEn ayat {lljag::a?!ﬂ Fisla?aﬁh
ini,

Rplﬂ?ﬁﬂﬂﬂ,ﬂ'ﬂ ¥ R[ﬂ*‘r?.i'ﬂﬂ,ﬂﬂ + RPSD,ﬁUU,ﬂﬂ = Rul77 : %
jub puluh dua ribu lima ratus rupiah), p2.772.500,00 (dua juta tujuh ratus

CARA PEMBAYARAN JASA PENGGUNAAN PERAIRAN
PASAL 7

Besaran jasa penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) perjanjian
ini, dibayarkan secarda \unai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
pe;naudatangmm Perjanjian ini, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya PIHAK
KEDUA harus membayar lunas kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat setiap tanggal 10
Pebruari tahun berjalan.,

Kelalaian PIHAK KEDUA dalam melakukan pembayaran sesuai wakiu yang digepakati
KEDUA BELAH PIHAK, herakibat PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda dalam bentik

pembayaran uang sebesar :

a. 5% (lima prosen) dari besaran jasa penggunaan perairan 1 (satu) tahun, untuk 1 (satu)
bulan keterlambatan, dan keterlambatan kurang dari I(satu) bulan dibulatkan menjadi

1 (satu) bulan.

b. 10 % (sepuluh prosen) dari besaran jasa penggunasi perairan | (satu) tahun, setiap
2 (dua) bulan keterlarnbatan, dan demikian seterusnya secara proporsional.

Dalam hal 3 (tiga) bulan berurut-turut setelah tanggal jatuh tempo pembayaran jasa
penggunaan perairan PIHAE KEDUA tidak melakukan pembayaran, maka PIHAK
PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian inj tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA.

Apabila Perjanjian berakhir sehagaimana dimaksud dalam ayat (_?s]- [-"asini ini, PIHAK
KEDUA tetap berkewajiban untuk membayar jasa penggunaan perairan sejak penggunesl
sampai diakhirinya Perjanjian, besertd denda keterlambatan pembayaran gebagalmand

dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PASAL 8

PIHAK PERTAMA berhak dan/atau berkewajiban

yang menjadi objek pejanjian adalah benat ma:tu_l_:akan

a. menjamil hahwa perairan
At = akassar milik PIHAK PERTAMA.

bagian dari DLER Pelabubhan M
b.  mencrima pembayaran jasa pe p:mrandan pIHAK KEDUA Yyang
besarannya sehagalmana dimaksud dalam Perjanjian it -
£ kL

e
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e —

[

(1)

{Z)

m{:ngat-:hlri. perjanjian ini apabila PIHAK K
: EDUA impangan
hhal penggunaan peraitan yang menjadi objek pcrjls{njiamne‘akukm L —

pIHAK ¥ EDUA berhak dan/atau berkewajiban :
a membayar jasa penggunaan perairan kepada PIHAK PERTAMA

b. menggunakan perairan sesual  peruntukannya akni -
. ¥ :Ir 1 Eﬂhﬂ LEI“ iag
bangunan Bar Ballairatte Hotel Pantai Gapura Makaﬁg:; i;:ka::fdeELr_:hfa
pendukungnya milik PIHAK KEDUA. termasuk  fasilias

o menjalankan dengan tertib penggunaan per aican ﬁmml. : e
2 . . petunjuk yang diberikan oleh
DIHAK PERTAMA demi ketertiban, keamanan P B el
wakassar.

d. Mt:_lI?Elihﬂl‘ﬂ denpgan baik perairan  yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA, dan
fasilitas lainnya serta lingkungan disekitarmya.

e mengosongkan perairan dengan sempurna untuk kemudian menyerahkannya kembali
kepada p[HAK PERTAMA pada saat berakhimya masa perjanjian.

LARANGAN
PASAL 2

PIHAK PERTAMA, dilarang untuk mengalihkan penguasasn, menyewakan baik sebagian
thaupun celuruh perairan yanog rrienjad objek perjanjian kepada siapapun selain kepada

P[HAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian ini, kecuall apabila terjadi hal-hal yang

herakibat berakhimya perjanjian i sebelum selesainya jangls wakiu perjanjian.

PIHAK KEDUA dilarang untuk :

a menyerahkan, menyuruh pakai, memindah tangankan, anjua!, mgnggmiﬁiknn
mengagunkan atau elakukan perbuatdn yang bersifat mengalihkan jepada pihak lain
tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

b. membuang kotoran eampah dalam bentuk apapun di daerah sekitar perairafl Yang

menjadi objek per] anjiarl.
C. melakukan suatu kegiatan Yang menganggy kelancaran operasional di perairan
Pelabuhan Makassar.

mendapat persetujuan tertulis dari

'f. H

4  menambah dan/atau membuat bangunan sehelum
PIHAK PERTAMA.
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PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PASAL 10

Alas Fu:ﬂ'lluhl] el Pl HAK KEDUA dan dcngﬂn P'Erﬂl':lu" : ]

T : juan tertul
jangka v:.'aktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pusﬂm d:n FIII—I;% PE.R:IAMA,
diperpan)ang. perjanjian ini, dapai

permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam & g
: yat (1) ¥ :

geCAra tertulis oleh F‘lll-[.-!'ulﬂ-'. KEDUA kepada PIHAK PERTHN{{P? d;i:.ln 'E;-.l'udr:sx:'lrnﬂiﬁtalkgg
(sembilan puluh) han, atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum I.au |
perjanjian ini berakhir. ; ngga

Apabila permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak
disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUﬂ.secam
tertulis, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal perjanjian ini Beraidir.

SEBADB DAN AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN
PASAL 11

Perjanjian ini dapat berakhir yang disebabkan karena :

a  selesainya jangka walctu  perjanjian dan tidak ada permohonan tertulis dari PIHAK
¥ EDUA untuk memperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

perjanjian ink.

b, terjadinya force majeurs yang mengakibatkan pIHAK EEDUA tidak lagi mengeunzkan

perairan.

c. adanya usaha penataan fasilitas pelabuhan dan pengembangan pelabuhan, Yang
membutuhkan perairan berdasarkan master plan Pelabuhan  Makassar, dengan
mempertimbangkan kepentingan KEDUA BELAH PIHAE.

d. adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

' yanji ji I mengosongkan
Dengan berakhimya perjanjian, PIHAK KEDUA berkewajiban  unty

perairan kemudian menyerahkannya jembali kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan
kosong dan bersih. ;
tiga puluh) hari sejak berakhimya perjanjian
HAK PERTAMA.

; . , %

e s ok s P R

(2) dan (3) Pasal ini, aka dengan perjanjian i pula . S

kﬂbﬂrataf;j sika PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan pengosonBal &= - ;ahum
4 « PERTAMA dengan perjanjian

i al yang diatur PIHA

Pengosongan dilakukan <slambat-lambatnya 30 (L2
dan dilakukan tanpa syarat Seria heban apapun bagi F1

sepihak dengan card dan jadw ng
segala biaya yang fimbul ditanggung sepenubnya oleh PIHAK KEDU
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FORCE MAJEURE
PASAL 12

dimaksud dengan force majeure dala P

n ln w -

{il :;Eamn atau kemampuan KEDUA Bﬁiuﬁﬁnj}?fiiiﬁd;ﬁwezdﬂl‘! atau situasi diluar

glaksanaan perjanjian ini, SEpEH 5 terjadinya pempa humi,ghancan;h::mwglxlrig{:nyﬂ
kebakara™ k-:l'usuhaln, o adagg,rla, kebijakan pemerintah dalam bidang politik d:an xa’hm:nimaT
ang mempengarthl kegiatan ini, yang dikuatkan dalam pernyataan tertulis oleh 'EEI
P;;m.a,ri.mah yang berwenang, oleh pejabat
Apabila rerjadi force majeurc yang berakibat kerusakan konstruksi bangunan yane

[ : -
mgngak]hallﬁaﬂ kegiatan usaha PIHAK KEDUA terganggu danfatau terhenti, maka PIHAK
KEDUA perhak atas kesempatan yang wajar untuk memperbaiki kerusakan dimaksud

dengan biayanyd sendiri.

Dalam |:'!Fll perbaikan sebagaimana 4 aksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak dapat dilakukan
lagi sehingga pIHAK KEDUA tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, maka perjanjian
:ni berakhir dengan sendirinya .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 13

(lj Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka sebagai langkah awal
upaya penyelesalan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan meyelesaikan secard
musyawarah untuk mufakat yang dibuktikan dengan suatl Berita Acard Musyawarah.,

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapal,

() Apabila dengan musyawarah sebagaimana
adan Arbitrase Masional [ndonesia (BANI).

maka akan digelesaikan secara arbitrase melalui B

KETEHTU.-!AN LAIN
PASAL 14

oleh KEDUA BELAH PIHAK dipandang perlu untuk melakukan

Apabila dikemudian hari ok me::
ah atau menambah ketentuan dalam perjanjian il maka

perubahan ketentuan, baik dengan tengub
KEDUA BELAH PIHAK sepakat \untuk menuangkannya &
addendum dimaksud menjadi satt kesafuan yang tidak terpisaban genges
pENUTUF
pPASAL 13

dalam benfuk addenduim, untuk kemudian
perjanjian in.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rnngka
E.U!JD,DU' (enam ribu rupiah) dan masing-mast |
a3li pertama untuk PIHAK PERTAMA dan naskah asli

diperbanyak sesuai kebutuhar KEDUA BELAH PIHAR. -
PIHAK KEDUA .; i
\
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HOTEL PANTA GNPURN

Makassar, 7 October, 2002
No: 032/GM-HPGMI05/02 MAKBKRSSHAR

Kepada ¥ih,

Kepala Cabang

¢T. Pelabuhan Indonesia IV
pMakassar

Perihal: Permahonan Tambahan Lahan Perairan

Dengan hormat,

'
Untuk meningkatkan qual'l!;as standard pelayanan yang diharapkan oleh para wisatawan, serta
mendukung program pemerintah dalam memajukan parwisata bahari khususnya olah raga air di
Makassar dan Sulawesi selatan pada umumnya, maka kami bermaksud untuk memperluas fahan
ealah satu fasilitas kami yaitu Bar Balairatte.

Untuk maksud tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan permohonan untuk diherkannya
tambahan lahan dengan perincian sehagai berikut (Gambar gituasi terlampir):
e Kelaut 15 Meter

« Lebar 22 Meter r
Bangunan tersebut segi empat dan seluruh konstruksinya tarbuat  dari bahan kayu, sehingga

sewaktu waktu dapat dibongkar kembali bila diperlukan, dan Fasilitas ini hanya digunakan umtik
para tamu hotel, Penambahan lahan terseout Juga tidak melebihi dan berada masth jauh
dibelakang dari dermaga SatPol Air dan tidak menZgangpt alur pelayaran.

Demikianlah permohonan kami dengan harapan untuk dapat dikabulkan. -Atas perhatian dan
kebijaksanaannya, kami haturkan terimakasih.

Hormat kami,

Il ..I
E-Y.E-iFLLI{Manan
General Manager

Tembusan kepada yth:

1. Kepala Dinas Perhubungan TE T.I Kodya Mahassszll'_
2. Direktur Utama PT. Hotel Pantai Gapurd Makas

A 6 lvs] P - {E 1) 1B



r Gambar Situasi ﬁ
Hotel Fantdi Gapura

Mokassar
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PT. {Persoro) PELABUHAN INDONESIA IV
CABANG MAKASSAR

fp? / ﬁ’% ﬂ’zﬂ/ J%ﬁ'@?ﬂ Makussir, 23 0CT i

e b Pl Pl r = =,
- Pemaniuatan sebagran Kepada

perairan pelabuban

(=7 |

Yih, Ceneral Manager
Hatel Pantai Gapura Makassar

di

Makassar

Menunjuk surat Saudara Nomor : 32/GM-HPGM/09/02 tangeal 07 Oktober
2002 perihal permohonan rambahan lalan perairan yang akan dibangun
sebagai fasilitas yang digunakan untuk tamu hotel. setelah di evaluasi kami
tidak keberatan, Selanjutnya kepada Saudara di minta untuk menyampaikan
perhitungan desain dan gambar kanstruksi bangunan wntuk di evaluasi guna
mendapatkan rekomendasi dalam pengurusan IMB.

Selanjutnya schubungan dengan hal tersebut di alas. juga disampaikan hal-hal

vang periu menjadi acuan schagai berikut -
a. DBangunan iersebut tidak mengganigl alur pelayaran dan tidale menjorok
ke laut melebihi batas ujung dermaga SATPOL AlR.

b, Bangunan Yang dimaksud agar ditata dengan baik dan berwawiasan

lingkungain.

mendapat izin dari Bapak Walikota

¢ Keberadaan bangunan tersebut harus
tansi lain bila disyaratkan.

Makassar cq Dinas perhubungan dan ins

d. Kaonstruksi bangunan sewalktu-waklu dapat dibongkar bila lokasi lersebul

dibutuhkan-
uas 330 M2 (15 M 29 M) sebapaimuni i5i
curat Saudara. mengac Gural Kepulusan Direksi PT (Persero} [P labaulien

|ndonesia 1V Nomor KD 05 Tahun 1995 Tenlang Taril Jasa Pemanlaatan
‘fapah / Periran dan Persewaan Bangunan di Pelabuhan Limum Yang di

: : ' elah beberapa kali
ghakan oleh P1 (Persero) Palabuhan Indanesid 1V, yang t i
I:jrlii:lh;.h erakhir dengan Keputusan Direksi PT {Persera) Pelabuhan Indonesiil

i D 55 Tahun 2000 tanggal 13 Gi:h?helr = .
lirs.ah;:::;fmm tanah dan perairad Pelabuhan dikaitkan dengan pesarun Nilai

Jual bjek Pajak (NJOP) terbard yani ditetapkan oleh Pe

selempat.

Adapun besaran \arif perairan sel



k_*

[embusan

"DPMA. DPLIM, DKL, DTK

Untik  proses administrasi Savdara dupat menghubungi Kepala Divisi
Pelayanan Muatan dan Aneka Usaha Py (Persern) Pelabuban Indonesin 1V
Cabang Makassar untuk penyelesaian selunjutnya.

Demikian disampaikan atas Kerja sama vang baik selama ing ke wcapki
teriima kasih

[ SPEKEPRLA CABANG
Py (PerserSEPEL fEBUH.-'-.N]NDGhL‘:.Ih IV

) ““MAHEP-.E ma
\\1*

ﬂﬁMEANG_ 5. PRAMULIH
NIPP. 455091268




HOTEL PANTN GRPURA

Makassar, 1 Desember, 2002 MhKEBSSHR

Mi: gasiGM-HPGM/12/02

Kepada Yih.

Kepala Cabang _

PT. Pelabuban Indonesiz IV
Makassar

Perihal: Permohonan Rekomendasi Pengurusan IMB Untuk Pemanfaatan Sebahagian
Perairan Pelabuhan

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat permchonan kami dengan Namar: 3IGM-HPGM/D9/02 tanggal 07
Okcher 2002, serta Surat Bapak dengan Nomer 9/KB.01074/MS-2002 tanggal 23 Oktober 2002
perihal tanggapan dan persetujuan Bapak mengenai pemanfaatan sebagian perairan pefabuhan,
maka dengan ini kami menvampaikan dengan hormat kepada Bapak perhitungan desain dan
gambar konstruksi bangunan untuk dapat di evaluasi puna mendapatkan rekomendasi untuk

keperluan pengurusan IMB-nva

Demikianlah penyampatan kami dengan harapan untuk dapat direrbitkannya surat rekomendast
dumaksud. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami haturkan terima kasih,

Hermat kams,

Gendral Manager

Tembusan kepada Yth; -
aha PT, (Persero} Pelabuhan Indonesia IV

. Kepala Divisi Pelavanan Muatan dan Aneka s

Cabang Makassar.

7. Direktur Utama PT, Hotel pantai Gapura Makassar
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PT. (Perssto) PELABUHAN INDONESIA (v
CABANG MAKASSAR

or  L/RB.ClO I/M;- ,
}T|Ss§1kasi _ / / Zen3 Makassar, | 3 JAN 2003
L_E_,T-,l;uiran

) sl srdner P :
porilial Rekomendasi Pemanfaatan K ey

sebahawian Perairan Pelabuhan
Yith (reneral Manay:r
Hotel Pantai Gapura Makassar

di

Makassar

| Menunjuk surat Saudara Nomor : 035/GM-HPGM/I2/02 tanggeal
90 Desember 2002, perihal Permohonan Rekomendasi pengurusan
IMB untuk pemanfaatan sebahagian perairan Pelabuhan, dengan ini
diberitahukan bahwa, setelah kami lakukan evaluasi alas dokumen

vang Eaudara'ajuiran, pada prinsipnya kami dapat merekomendasi
maksud tersebut dengan catatan |

a). Bangunan tersebul tidak menggangou kegiatan operasional
pelabuhan.

b} Resiko yang mungkin timbul dalam disain, bangunan fisik dan
pengoperasiannya  €lap menjadi  tangEung jawab ~Ssudara

sepenuhnya.
¢). Dokumen jEL dan UPL lefap harus disampatkan dan
dilzksanakan secara konsisien.

Lintuk proses L nMendinkan Ea-ngunan {IMB), Saydm dapat

mengurusnya ke Dinas Wasbang kota Mzkassar.

1

Demikian kami campaikan, atas nerhatian den kefja Semany®

diucapkan tenma kasif. Ty

Lald

15 SUB IYANTO m-—-—-"'

WIPP 453011240 :
Tembusan Wil
5 Ty, [2PMA '
e wm!ﬂ s
A g\boes - JuaD - 1B

delyd 4
13
o A1) 31351



ADDENDUM I
SURAT PERJANJIAN
PENGGUNAAN SEBAGIAN PERAIRAN PELABUHAN MAKASSAR
ANTARA '
oT (Persero) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG MAKASSAR
N DENGAN

H HOTEL PANTAI GAPURA MAKASSAR

| NOMOR  : 17/KB.305/2/MS-2006
‘ NOMOR  : 01/GM-HPGM/O/2005
| TANGGAL : 27 MARET 2006
| ‘ 5
|
|
\ BERLAHUIﬂULAITHNGGAL . 01 PEBRUARI 2006
NGGAL:EiJ#NUAHﬁEUﬂg

| | SAMPAI DENGAN TA

——



ADDENDUM I
e SURAT PERJANIIAN
PE SEBAGIAN PERAIRAN P
ELABUHAN MA
| ] i KASSAR
pT (Perserc) PELABUHAN INDONESIA
IV CABANG MA
DENGAN il
HOTEL PANTAI GAPURA MAKASSAR

Nomer 1 F lep 3o/
Nomor @ oy /owa— HFE&éﬂiﬁ?s

{a hari ini; Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun d
4 Makassar, kami masing-masing : ua ribu enam (27-03-2006)

DARWIN PASARIBU, Sarjana Hukum, General Manager PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia IV Makassar, berkedudukan di Makassar Jalan Scekamo Nomor 1, selaku
Kuasa Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT {ﬁersem}
pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar, berdasarkan Keputusan Direks| FT (Persero)
pelabuhan Indonesia IV Nomor : SK. §12/KP.303/DT-2005, tanggal 23 Nopember
2005, dengan demikian berwenang menandatangani Addendum 1 inl, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA,

1

L SYAIFUL MANAN, General Manager Hotel Pantai Gapura Makassar, berkedudukan di
Makassar, Jalan Pasar Ikan Nemor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Hotel Pantai Gapura Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/DIR-HPGM/IL/03
tanggal 05 Pebruarl 2003, dengan demikian berwenand menandatangani Addendum I

ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

DASAR ADDENDUM
PASALL .

abuhan Indonesia T¥ Nemor KD 44 Tahun 5003

Keputusan Direksi PT (Persero) Pel
dilingkungan FT (Persero) pelabuhan Indonesia V.

tentang Pedoman Kerja Sama Usaha

maor KD 02 Tahun 2005

4 i pelabuhan Indonesia IV No .
Keputusan Direksl PT (Persero) o Ancka jlreese

tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Kapal, Baran
Lingkungan PT (Persera) Pelabuhan Indonesia IV.

gian Perairan pelabulan Makassar antara (Persero}
kassar dengan PT. Hotel Pantai Gapura mMakassar

gal 20 Pebroet=003

. ~ Surat Perjanjlan Penggunaan Seba
Pelabuhan Indonesia IV Cabang Ma
Nomaor : 20/KB.010/1/M3-2003 tand
Nomor : 38/GM-HPGM/02/03

Persero) pelabuhan Indonesia IV Makassar Namor:

jhal perpanjangan penggunaan

o PTA
Surat General Manage 5 pebruari 2006 per

3/KB.010/1/MS-2006 tanggal 0
perairan Pelabuhan Makassar. 3
| & Pebrua

- . p1/GM-HPGM/0/2003 tangga

Surat Hotel Pantal S0 Maka:assjrag;:;ﬂrpeng;unaan csbagian perairan Pelabulhnn_l ts

2005 perihal permeohonan Per i _
Makassar. — &0, /



MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

ddendum [ ini adalah untuk melakukan erubah
jetele o\ rat perjanjian P an danfatau penambahan aturan
i

dap
tﬂfhar~ KB, MS-2003 tanggal 20 Pebruarl 2003
1 r._33,rc3r-'=—HPGwﬂleﬁ3

port naan Sebagian Perai

tand penggy g erairan Pelabuhan Makassar yang seianj

ke : _ jutnya disebut
anjian Induk, dengan tujuan untuk memperjelas jangka wa

a::ﬂ P KEDUA. E ktu penggunaannya oleh
KETENTUAN PERUBAHAN

PASAL 3

Herubﬂh pasal 4 Perjanjian Induk yang =amula berbunyt sebagai berikut ;

waktu berlakunya perianjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun, tarhitung mulai
anggal satu bulan pebruarl tahun dua ribu tiga (01-02-2003) sampai dengan tanggal tiga
slub satu pulan Januari tahun dua ribu enam {31-1]1-2':"15‘}, dan dapat diperpanjang atas

gesepakatan KEDUA BELAH PIHAK,

}anglﬂa

piubah sehingga berbunyi menjadi sebagal berikut :

aan sebagian perairan pelabuhan Makassar sebagaimana dimaksud
ang masa penggunaannya =olama 3(tiga) tahun, terhitung
ua ribu enam {u:.-n:—zuus} sampai dengan tanggal
bu sembilan {31ru1—1ungj eehingga total fangka
oleh PIHAK KEDUA menjadi &
gal 31 Januari

Jangka waktu penggun
ialam Addendum 1 ini, diperpanj
mulai tanggal satu bulan Pebruari rahun d
tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ri
waktu penggunaan epbagian perairan pelabuhan Makassar
(enam) tahun, terhitung mulai tanggal 01 pebruari 2003 sampal demngan tang

2009.

KETENTUAN LAIN
pPASAL 4

Samua ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal perjanjian Induk

Nomor ; 20/KE.01 _-n03 tanggal 20 pebruarl 2003 _
Nomor : EEIGM-HPGWDIIDE . ey
tentang Penggunaan cebaglan peralran pelabuhan Makassar yang tld%ﬁ:ﬁ?ﬁ:g atau diuba
oleh Addendum 1 1ni, dinyatakan tetap perlaku dan mengikat KEDUA = :

PENUTUP
PASAL &

Demikian Addendum I ini dibuat rangkap 2 {du )
&Il‘-'nam ribu rupiah) dan keduanya dlnya:]aﬁan safm
ukum yang sama. naskah Sgl pertama un u
PIHAK KEDUA, serta dapat diperbanyak sesual veputuhan K
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PEBAU: DSDM.
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PT. (Parsero) PELA BUHAN INDONESIA v
CABANG MAKASSAR

E/RE'C'?D’/]’/MT—ME Makaﬁﬁanﬂz

FEB 1006

Perpanjangan penggunaan

: Kepad
Perairan Pelabuhan Makassar PRAS

Yth. General Manager
Hotel Pantal Gapura Makassar

di

Makassar

Berdasarkan Surat Perjanjian penggunaan sebagian perairan
Pelabuhan Makassar antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV
Cabang Makassar dengan PT. Hotel Pantai Gapura Makassar
Nomor ; B.010/1/MS-

Momor : 38/GM-HPGM/02/03

tanggal 20 Pebruari 2003, akan berakhir jangka waktu berlakunya
pada tanggal 31 Januari 2006.

1(satu) tersebut diatas, bilamana pihak
Saudara masih berkelnginan menggunakan perairar Pelabuhan
Makassar agar Segera mengajukan 15urat permohonan
perpanjangan sebelum batas waktunya berakhir.

Sehubungan dengan butir

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama Yang baik
selama ini diucapkan terima kasih.

ENERAL MANAGER
PELABUHAN INDONESIA IV

NIPP.451051214




+OTEL PENTA GCRPURR
MEKLSTRR

Nakassar, 6 Februari 10{}5- - ey
wo: DLGM-HPGALA0/2006 Fy : i

Kf_:p:d da Yth,

General Mapager
PT.l'elabuhan Indonesia TV
Maknssar

Perihal: Permobonzn Per : AT e
> panjapgap Pengguoaan Sebagai ;
Pelabuhan Makassar. 1 = ebagaian Perairan

Denp2n Hormat, <4

Sehuhungen dengan ekan berakhimya Surer Perjanjian pengounazn sebemien pereiras
Pelzhiuhizn Makassar entar PT (Persero} Pelabuhan indonesia IV Cabang ‘-"ﬂiﬁ;ﬂ. }
denuen PT.Hotel Paszai Gapura Maksssar <1

Nomor: 20058 01071 W 5-2005

Noimnor: 38/GM-HPGMAD2/03

Tanggal 20 Pebruar 2003, vang berakhir jangke wakiu berlekunya pace :2nggel 31
Januari 2005, Maka dengan ini kemi memohon kepadz Bapek uniuk deper
diperpaniang uniuk kurun wakm tiga (3] mhun Kedzpan.

Demikiznlzh suret parmohonen kemi ini dengen harapan unnuk depet dikebulke.
Atzs perhatizn dan kebujaksanaznnya, kami heturken terimekesin.

Hormat kami,
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_bf UM ARASIAL
Teminisan kepeda Yl

1 Kepele Dipes Perhubungan
Direlqur Uizme PT. Hotel Paniai

TE 1] Kodve Makassar
Gepura Makassar
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